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BAB Il merupakan Bab yang berisikan penyajian tegtdPengaturan
Gugatan Perdata Dalam Rangka Pengembalian Keruljewmangan
Negara dalam Undang-Undang tentang PemberantasataekTiPidana
Korupsi.

BAB Il merupakan Bab yang berisikan penyajian &gt Pengaturan
Lembaga Hukum Perdata Pembayaran Tidak Terut@nggrschulddigde
Betaling di Indonesia.

BAB IV merupakan Bab yang berisikan analisa PengganLembaga
Hukum Perdata Pembayaran Tidak Terutadgverschulddigde Betaling
dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negalan kasus
korupsi (Tinjauan Kasus Tindak Pidana Korupsi Mant&residen
Soeharto).

BAB V adalah Bab terakhir yang berisikan kesimpudan saran.

BAB 2
GUGATAN PERDATA DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

A. GUGATAN PERDATA PADA UMUMNYA

Pada dasarnya hukum nasional kita mengenal 2 (deajuk gugatan

dalam lapangan hukum perdata, yakni :

I. Gugatan Permohonan atau Gugafafuntair

I.1. Pengertian dan Landasan Hukum.
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Pengertian permohonan atau gugatasiuntair adalah permasalahan
perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan gé&agdatangani pemohon
atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengablimeri*’ Adapun yang
menjadi ciri khas dari permohonan atau gugatsinntair adalah adalah sebagai
berikut :

1. Masalah yang diajukan didalam permohonan atau guogeabluntair
bersifat kepentingan sepihak semata.

Dalam arti benar-benar murni untuk menyelesaikgekengan pemohon

tentang sesuatu permasalah perdata yang memerkaggastian hukum,

misalnya permintaan izin pengadilan untuk melakuttadakan tertentu,
dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipetafdsen pemohon,
tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan taiang

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Hangsdegeri (PN),
pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukBrmohonan

tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikampumapenyerahan

serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pédima.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditagbagai lawan, tetapi
bersifatex-parte

Maksudnya adalah benar-benar murni dan mutlak maak atau bersifat

ex-parte Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yathgatedalam

permasalahan hukum yang diajukan dalam kasusatyehsatu pihak.

Mengenai landasan hukum kewenangan pengadilan efesaykan
permohonan atayurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomdiahdn 1970 (sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tah88)1®eskipun Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah digalgh dJndang-Undang

32 MA RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PetagadBuku Il, Jakarta ,

April 1994, hal. 110.
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Nomor 4 tahun 2004, menurut Yahya Harahap apa glagagiskan dalam Pasal 2
dan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undantr 14 Tahun 1970 itu,
masih dianggap relevan sebagai landasan gugabéumtair. Ketentuan ini
merupakan penegasan terhadap kewenangan badan ilgperadidalam
penyelesaian masalah atau perkara, dimana selaimilikie kewenangan
penyelesaian masalah atau perkara dengaisdiksi contentiosayaitu perkara
sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggi@attergugat), juga memiliki
kewenangan penyelesaian masalah atau perkara dgmgsaiksi voluntair yaitu
gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada m@hmnalydng ditarik sebagai
tergugat. Yahya Harahap® didalam membahas mengenai permohonan atau
gugatanvoluntair, menjelaskan bahwa kewengan PN didajamsdiksi voluntair
terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oledtysan perundang-undangan
yang menegaskan tentang masalah yang bersangkwpat caitau boleh
diselesaikan secaxaluntair. la juga memperingatkan bahwairisdiksi voluntair
tidak meliputi penyelesaian sengketa mengenai Isghingga jika terdapat
putusan PN yang menetapkan status suatu hak (eco@tohhak atas tanah)
melalui gugatanvoluntair. Gugatan voluntair tersebut tidak sah dan tidak
mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuatang-undang yang
memberi wewenang kepada PN untuk memeriksa pernaohgang seperti itu,
sehingga menurut-Nya sejak semula permohonan térselbus dinyatakan tidak

dapat diterima.

[.2. Isi GugatarVoluntair.

Bahwa sama seperti pada gugatan perdatgentiosayang berisikan
mengenai fundamentum petendatau posita dan petitum didalam gugatan
voluntair, juga memiliki hal serupa, namun perbedaannyaaldim gugatan

voluntair, fundamentum petenditau posita permohonan, tidak serumit dalam

3 M.Yahya HarahapBeberapa Tinjauan tentang Permasalahan Huk@iira Aditya

Bakti, Bandung, 1997, hal. 193.
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gugatan perdatacontentiosa Isi posita permohonan cukup memuat dan
menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohonatepgrmasalahan hukum
yang dipersoalkan yang pada prinsipnya didasarkda getentuan Pasal Undang-
Undang yang menjadi alasan permohonan, dengan mieagbkan ketentuan itu
dengan peristiwa yang dihadapi pemohon. Dan menggrpetitumdari gugatan
voluntair atau permohonan, dengan kerangka pemikiran bahwsuska
permohonan, pihak yang ada hanya pemohon sendmitidak pihak lain yang
ditarik sebagai lawan atau tergugat, makapisiitum dari permohonan harus
mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohorassgahak dan tidak boleh
melanggar atau melampaui hak orang lain dengamasalzagai berikut :
a) Isi petitummerupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
b) Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak iksebagai
pemohon;
c) Tidak boleh memuaietitumyang bersifacondemnatoir
d) Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentanghdilalyang
dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilaadapya, dan ;
e) Petitumtidak boleh bersifat compositur atau ex aequo abbo

[.3. Proses Pemeriksaan Gugataruntair atau Permohonan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yafhigatedalam gugatan
voluntair atau permohonan hanya sepihak yaitu pemohon ataggpgat sendiri,
proses pemeriksaan hanya secara sepihak atauabersparte sedangkan yang
hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidanganjahpemohon atau kuasanya.
Tidak ada pihak lawan atau tergugat. Pada prinsipngses pemeriksaan gugatan
voluntair atau permohonan ini bersifat sederhana, pemenkisadak berlangsung
secaracontradictoir, maksudnya dalam proses pemeriksaan tidak adaahzamt
dari pihak lain sehingga asasidi alteram partentidak relevan dalam proses
permohonan, karena untuk mengambil keputusan a&natg@pan, yang didengar
semata-mata pemohon saja, demikian juga halnyanasaberi kesempatan yang

sama, karena pihak didalam pemeriksaan terdsi@ganohon saja.
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[.4. Bentuk Putusan dan Upaya Hukum Terhadap PutGsgatarVoluntair atau
Permohonan.

Putusan gugatawoluntair atau permohonan berisi pertimbangan dan
diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalamukepenetapan, dan
namanya juga disebut penetapan atau ketetapan.ukBdnt membedakan
penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam guogabntentiosa yang
berbentuk putusan atau vonis.

Apabila terjadi peristiwva pengajuan gugataiuntair atau permohonan
yang Kkeliru, cara yang dapat ditempuh dan dilakul@deh orang yang
berkepentingan atau orang yang merasa dirugikas netapawoluntair atau
permohonan adalah sebagai berikut :

a) Mengajukan perlawanan terhadap gugatatuntair atau permohonan
selama proses pemeriksaan berlangsung, landasaya ypalawanan
terhadap permohonan yang merugikan kepentingangdean, merujuk
kepada Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIRgdye demikian,
memberi hak kepada orang yang merasa dirugikamkegennya untuk :
- mengajukan perlawanan pihak ketigéerden verzetyang bersifat

semu atau quasi derden verzetselama proses pemeriksaan
permohonan berlangsung;

- pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak gaalj@elawan dan

pemohon, ditarik sebagai terlawan;

- dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan p@maohgugatan

voluntair tersebut;

- pelawan meminta agar permohonan ditolak serta peudkaelesaikan

secaraontradictoir.

b) Mengajukan gugatan perdata. Apabila isi penetapaengabulkan
permohonan dan pihak yang merasa dirugikan barugetanhui setelah
pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yansprmgkutan dapat

mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal irg ya@rasa dirugikan
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bertindak sebagai penggugat dan pemohon ditariagseliergugat, dalil
gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yangatlier antara diri
penggugat dengan permasalah yang diajukan pemohalamd
permohonan.

c) Mengajukan permintaan pembatalan kepada MahkamahgA@gMA) atas
penetapan. Tentang upaya ini dapat dipedomani &saretMA No.5
Pen/Sep/1975 sebagai preseden.

d) Mengajukan upaya peninjauan kembali (PK). Upaya EH&pat juga
ditempuh untuk mengoreksi dan meluruskan kekelirat@s permohonan
dengan mempergunakan Putusan PK No.1 PK/Ag/199@&hi22 Januari

1991 sebagai pedoman preseden.

[I. GugatanContentiosa
[I.1. Pengertian dan Landasan Hukum

Katacontentiosaataucontentiousberasal dari bahasa latin yang salah satu
artinya yang dekat dengan kaitannya dengan perayatesengkata perkara adalah
penuh semangat bertanding atau berpoléfitu sebabnya penyelesaian perkara
yang mengandung sengketa, disebut yurisdé@ntentiosaatau contentious
jurisdiction, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa peskarg berkenaan
dengan masalah persengketaan antara pihak yarengkesa.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nahdrahun 1970
(sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N&®ndahun 1999), dan
sekarang diatur dialam Pasal 16 ayat (1) UndangabgdNomor 4 Tahun 2004
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun .19M@yas dan
kewenangan badan peradilan di bidang perdata adaalkerima, memeriksa, dan
mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara p@ak yang berpekara .
Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diapiaek yang bersengketa

disebut yurisdiksi contentiosadan gugatannya berbentuk gugatmtentiosa.

34 K. Prent.CM,dkkKamus Latin Indonesj&anisius, Jakarta, 1969, hal. 188.
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Gugatarcontentiosdnilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dataktil.
Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunadailah gugatan perdata
atau gugatan saja. Contoh : Pasal 118 ayat (1) mH#Rpergunakan istilah
gugatan perdata, akan tetapi dalam Pasal-Pasatjgalm, disebut sebagai
gugatan atau gugat saja (seperti dalam Pasal 209jdn sebagainya).

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, yang diswak dengan gugatan
perdata adalah gugatamontentiosayang mengandung sengketa di antara pihak
yang berpekara yang pemeriksaan penyelesaianngekdib dan diajukan kepada
pengadilan dengan posisi yang mengajukan penyatessmngketa disebut dan
bertindak sebagai penggugat, sedangkan yang dgab&gai pihak lawan dalam
penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagagtdrg

[I.2. Bentuk Gugatan dan Formulasi Surat Gugatami€diosa.

Berdasarkan Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) dan Ra8aayat (1) HIR
(Pasal 142 RBG), bentuk gugatan perdata yang dikemaindang-undang dalam
praktik, yakni :

a) Berbentuk Lisan (Pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBG)

b) Berbentuk Tulisan (Pasal 118 ayat (1) HIR dan PB42IRBG)
Di antara kedua bentuk gugatan tersebut yang pdiigmakan adalah gugatan
dalam bentuk tertulis. Di dalam Pasal 118 ayaHIR dan Pasal 142 RBG diatur
gugatan perdata harus dimasukkan kepada PN dengah germintaan yang
ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Bsrb#ehgan gugatan
permohonan, formulasi gugatan contentiosa bentukidgk sederhana, la harus
memenuhi beberapa persyaratan yang wajib terdkgpatercantum dalam surat
gugatan, adapun beberapa persyaratan tersebul aeaiagai berikuf?
- Surat gugatan, secara formil harus ditujukan daaladiatkan kepada

Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan kompetenatifrebpabila surat

¥ M. Yahya Harahagilukum Acara PerdataSinar Grafika, Jakarta, Cet. 8, 2008, hal. 51-
53.
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gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kenspe relatif
mengakibatkan gugatan mengancung cacat formil, nkaregugatan
disampaikan dan dialamatkan kepada PM yang berddardwilayah hukum
yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinyhjingga dengan
demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterirtees a@alasan hakim tidak
berwenang mengadili.

Surat gugatan sebaiknya diberi tanggal, walaumlaktada ketentuan undang-
undang yang menyebut surat gugatan harus mencaatutakggal, namun
demikian pencantuman tanggal ini sebaiknya dilakulguna menjamin
kepastian hukum atas pembuatan dan penandatangdrgsgatan, sehingga
apabila timbul masalah penandatangaan surat gughbemlapkan dengan
tanggal pembuatan surat kuasa, segera dapat dikeles

Surat gugatan, secara formil harus ditandatangdeih &enggugat atau
Kuasanya, hal ini secara tegas diatur pada Pashlayat (1) HIR yang
menyatakan, gugatan perdata harus dimasukan ke éXMais dengan
kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk suratmp@onan (surat
permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat aibh wakilnya
(kuasanya).

Surat gugatan, secara formil harus menyebutkartiiderpara pihak, sebagai
salah satu syarat formil keabsahan surat gugatamat ugatan yang tidak
menyebut identitas para pihak, apalagi tidak meatyeBentitas tergugat,
menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ad

Surat gugatan, secara formil harus mencantumkaar dagyatan atau dasar
tuntutan @rondslag van de l)s Dasar gugatan (posita gugatan) merupakan
landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, riksaam dan
penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang ddili glagatan. Mengenai

perumusan dasar gugatan atau dalil gugat, mun@lld teori, yakni*®

36

Sudikno MertokusumolHukum Acara Perdata Indonesidiberty, Yogyakarta, 1998,

hal. 35.
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1. Teorisubstantierings theorigang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup
hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasautan, tetapi
juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahpduistiva hukum
yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukursetent.

2. Teori individualisasi ifadividualisering theorig yang menjelaskan
peristiva atau kejadian hukum yang dikemukakanmdajmgatan, harus
dengan jelas memperlihatkan hubungan hukechtsverhouding yang
menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemutasar dan sejarah
terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapajpukia berikutnya
dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

- Surat gugatan, secara formil harus mencanturpkéitumgugatan yang berisi
pokok tuntutan penggugat, yang berupa deskripsg yalas menyebut satu
per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal ajgaysang menjadi pokok
tuntutan penggugat yang harus dinytakan dan dilk@inakepada tergugat.

[1.3. Tata Cara Pemeriksaan Gugatan KontentioseAdas-Asas yang Digunakan
Seperti telah dijelaskan, sistem pemeriksaan gunga¢rmohonan, bersifat
ex-parte Proses pemeriksaan persidangan hanya sepihakpgitohon sendiri.
Tidak ada pihak lain yang bertidak sebagai lawatukinmembantah dalil
permohonan. Tidak demikian halnya dalam gugatartentiosa Sistem dan asas
pemeriksaannya jauh berbeda, dimana dalam gugatatentiosamenggunakan
sistem pemeriksaan seca@ntradictoir. Mengenai sistem pemeriksaan ini diatur
dalam Pasal 125 dan Pasal 127 HIR, yang mana nieketentuan dimaksud,
sistem dan proses pemeriksaan adalah sebagaitoeriku
a) Dihadiri kedua belah pihak secara In Person ataas&u
Untuk itu, para pihak dipanggil secara resmi dantutpaleh juru sita
menghadiri persidangan yang telah ditentukan. DimiRrinsip umum yang
harus ditegakkan agar sesuai dengan aBss process of lawNamun
ketentuan ini, dapat dikesampingkan berdasarkaal R25 ayat (1) dan Pasal

127 HIR, yang memberi kewenangan bagi hakim melakulproses

Universitas Indonesia

Penggunaan instrumen..., Ronny Roy Hutasoit, FH Ul, 2010



32

pemeriksaan secara verstek (putusan di luar hadirengugat) apabila tidak
menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, padatiah slipanggil secara sah
dan pemeriksaan tanpa bantahan.
b) Proses pemeriksaan berlangsung segaitegenspraak
Sistem inilah yang dimaksud dengan prosestradictoir. Memberi hak dan
kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalggpat. Sebaliknya
penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tatgBgoses pemeriksaan
yang seperti ini yang disebut kontradiktor yaitumeeiksaan perkara
berlangsung dengan proses sanggah menyanggah dark thentuk replik-
duplik maupun dalam bentuk konklusi.
Adapun asas-asas pemeriksaan yang harus diteragpkanditegakkan
dalam proses pemeriksaan kontradiktor, antaraskligai berikut :
a) Asas mempertahankan Tata Hukum Perdata
Dalam penyelesaian perkara melalui proses perdat@kim dalam
melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan undemtg;ang kepadanya,
berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenararkedalilan. Untuk
mencapai itu, hakim bertugas mempertahankan takanmuperdata sesuai
dengan kasus yang disengketakan.
b) Asas menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukdéakia dan
kebenaran kepada para pihak
Dalam mencari dan menemukan kebenaran, baik kedrerfarmil maupun
kebenaran materil, hakim terikat pada batasan-aatas
- Menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya para pihak
yang berpekara untuk membuktikan kebenaran masasjAg.
Berdasarkan kebenaran itulah hakim mempertimbangkansan dan
tidak boleh melampaui batas-batas fakta dan kebengang dibuktikan
para pihak.
- Inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran &dsmckan pembuktian
alat bukti yang dibenarkan undang-undang, seperaubeyada di tangan

para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengatokpn ajaran
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pembebanan pembuktian yang digariskan Pasal 186HP¢ktata dan
Pasal 163 HIR.

- Sehubungan dengan itu, pihak-pihak yang berpeka&ammpunyai pilihan
dan kebebasan menentukan sikap, apakah dalil gugtga dalil bantahan
akan dilawan atau tidak. Sekirannya pun tahu apg ykdalilkan dalam
gugatan adalah bohong dan dusta, pihak lawan heitak membantah
atau mengakuinya. Sejalan dengan itu, tidak adaajdean hukum bagi
pihak yang berpekara untuk mengatakan dan menexangksuatu hal
atau peristiwa yang diperkirakan merugikan kedudukalan
kepentingannya. Hakim tidak dapat memaksa par& pihtuk melakukan
atau menerangkan sesuatu. Namun apabila kepadasseilapinak hakim
membebankan pembuktian, dan hal itu tidak dilaksamalan dipenuhi,
kelalaian atau keingkaran itu dapat dijadikan dapanilaian yang
merugikan pihak yang bersangkutan.

Asas tugas hakim menemukan kebenaran formil

Seperti yang sudah dijelaskan, para pihak yangekarp yang memikul

beban pembuktian untuk diajukan di depan persidamgengenai kebenaran

yang seutuhnya. Akan tetapi, setelah hakim dalarsigengan menampung
dan menerima segala sesuatu kebenaran tersebuthadis menetapkan
kebenaran itu.

Asas persidangan terbuka untuk umum

Sistem persidangan yang dianut HIR atau RBG adptakes pemeriksaan

secara lisan. Tidak menganut beracara secaraisesaldagaimana yang diatur

dalam RV. Sistem pemeriksaan secara lisan, sanmgatkaitannya dengan
prinsip persidangan terbuka untuk umum. Sedangkaland proses yang
berlangsung secara tertulis, pada dasarnya tidalgitube kokoh

mempertahankan prinsip ini. Tujuan utama prinsip mntuk menjaga
tegaknya peradilan yang adil, yaitu peradilan yaegsih dan jujur. Prinsip
ini, menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang NofiwbiTahun 1970 dan

sekarang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang+untimmor 4 tahun 2004
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harus diterapkan dan dilaksanakan dengan ancamlanggaran atasnya,
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penyimpa@agas ini menurut
Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun,185Karang Pasal 19
ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 hanyaidgkinkan apabila

undang-undang menentukan lain. Salah satu ketentaag membolehkan
pemeriksaan persidangan dengan pintu tertutupuurdidalam Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mekagapemeriksaan
gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertubagpam kasus perceraian
terjadi akibat hukum yang bertolak belakang dengansip terbuka untuk

umum. Dalam pemeriksaan perceraian, apabila dikkuterbuka untuk

umum, mengakibatkan pemeriksaan batal demi huku@anAetapi, meskipun

dimungkinkan melakukan pemeriksaan secara tertutigrus tetap

diperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang NobdorTahun 1970

sekarang Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2804 menegaskan
semua putusan pengadilan yang sah dan mempunyaateekhukum apabila
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Olelerartu, meskipun

dalam kasus tertentu dibolehkan pemeriksaan t@rtutamun putusan harus
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Asas audi alteram partem

Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua Ipelek secara

seimbang. Pengadilan atau majelis yang memimpirepgksaan persidangan,
wajib memberi kesempatan yang sama untuk mengajuk@mbelaan

kepentingan masing-masing. Memberi kesempatan umehkgajukan atau
mengemukan pembelaan kepentingan, merupakan hgkoylaerikan undang-

undang. Hak itu ditegaskan dalam Pasal 131 ayatafi)2) HIR.

Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas mengandung pengertian yang lmasiputi pengertian :

tidak memihak, bersikap jujur dan adil, dan tidekdikap diskriminatif, tetapi

menempatkan dan mendudukan para pihak yang begekdam keadaan

yang setara di depan hukum. Asas Imparsialitagaktean melalui Pasal 28
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sekarang dalesal P® Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004.
Setelah membahas mengenai gugatan perdata padmnyauterkait
dengan judul bab ini, kemudian akan dibahas séd¢arsus mengenai penggunaan
gugatan perdata dalam kerangka pengembalian kerkgisangan negara didalam

perkara tindak pidana korupsi.

B. SEJARAH PENGATURAN GUGATAN PERDATA DALAM

KERANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Secara historis pengaturan mengenai penggunaariagupardata dalam
rangka pengembalian kerugian keuangan negara erkain diatur di dalam
Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatrat Nomor
Prt/Peperpu/013/1958. Dimana Peraturan PenguassndgPdtusat Kepala Staf
Angkatan Darat tahun 1958 ini memuat hal-hal yamagubberkaitan dengan
perumusan tindak pidana korupsi yang tidak ditesmuialam peraturan-peraturan
yang lain. Peraturan ini didalam Pasal 1, membadalerbuatan korupsi menjadi
dua, yakni:

1. Perbuatan korupsi pidana, dan

2. Perbuatan korupsi lainnya.

Yang dimaksud dengan Perbuatan Korupsi Pidanaladalzagaimana dimaksud

didalam Pasal 2 , yakni :

(1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena nmesasukiu kejahatan atau
pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang déan suatu badan yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan kganaatau perekonomian
negara atau daerah atau merugikan keuangan sud#n lyang menerima
bantuan dari keuangan negara atau daerah atau adam lain yang
mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat

(2) Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sugfhatan atau
pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang déau suatu badan dan

yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatarkatiudukan;
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(3) Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal afipa Pasal 50
Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Z¥saPasal 210, Pasal
418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perbuatan Korupsy#éaadalah sebagaimana

dimaksud didalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Pd?asgt Kepala Staf

Angkatan Darat Tahun 1958, yakni :

(1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena mneglakekbuatan yang
melawan hukum memperkaya diri sendiri atau oramy &au suatu badan
yang secara langsung atau tidak langsung merudgikaangan negara atau
daerah atau merugikan keuangan suatu badan yangrimanbantuan dari
keuangan negara atau daerah atau badan hukumaag rgempergunakan
modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

(2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena neatgeibuatan melawan
hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain asaatu badan dan
dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau k&eduod

Perbuatan korupsi lainnya pada intinya adalah ggaoumelawan hukum yang

merugikan keuangan negara, keuangan daerah, ataanden badan yang

memperoleh bantuan dari negara. Perbuatan hukurbesgfat perdata, oleh
karena itu tidak diancam dan tidak dijatuhi pidana.

Pada saat Peraturan Penguasa Perang Pusat Ségiaksngkatan Darat
Nomor Prt/Peperpu/013/1958 digantikan dengan  Ugdlamdang Nomor
24/Prp/1960m konsep gugatan perdata dalam rangkgepwalian kerugian
keuangan negara tidak diatur dan digunakan. Narada paat lahirnya Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasadel iPidana Korupsi
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20uma2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199frtg Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), mengenai gugatardata kembali diatur
sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dar{3}y&asal 33, 34 dan Pasal 38
C UU PTPK.
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C. KARAKTERISTIK GUGATAN PERDATA MENURUT UU PTPK.
Eka Iskandar, membagi beberapa karakteristrik gugatan perdata
sebagaimana yang diatur didalam UU PTPK sebag#iut&r:
1. Gugatan perdata diajukan setelah proses pidaradidaingkinkan
Menelaah karakteristik gugatan perdata untuk kngéana korupsi
merujuk pada ketentuan UU PTPK, yang berbeda degggatan perdata pada
umumnya. Letak karakteristik gugatan perdata umitudkak pidana korupsi ialah
diajukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkagi ldilakukan, artinya
pengembalian kerugian keuangan negara melalui pasen dan uang pengganti
tidak berhasil dilakukan. Gugatan perdata untuklaikn pidana korupsi dengan
demikian mengandung karakteristik yang spesifiktuydilakukan setelah upaya
pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses kareiihadapkan pada kondisi-
kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam P&s&83 34, 38 C UU PTPK,
meskipun telah terjadi kerugian keuangan negarapdadanya proses pidana
terlebih dahulu, tertutup kemungkinan dilakukanngagatan perdata untuk
perkara tindak pidana korupsi. Kondisi hukum tedeersebut meliputi:
a) Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidakup bukti adanya
tindak pidana korupsi;
Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi diajuatara lain karena
penyidik gagal menemukan unsur-unsur cukup buki@rdatindak pidana
korupsi, sehingga tidak dimungkinkan proses pidahandak lanjuti.
Pengertian tidak cukup bukti dalam Pasal 32 ayat jlda penyidik
menganggap tidak terpenuhinya unsur-unsur tinddirna korupsi dengan
bukti-bukti yang dimilikinya. Ketentuan Pasal 32at(1) selain memberikan
dasar pengajuan gugatan perdata, juga berfungagaepijakan bagi para
penyidik yang dituntut untuk bersikap profesionandproporsional dalam

penanganan tindakan korupsi dalam jalur pidanayiBi&dalam pegertian ini

87 Eka Iskandar, Prinsip-Prinsip Pengembalian Keuangan Negara akibatdak Pidana

Korupsi”, WWW. Gagasan Hukum.WordPress.Com, 24 September 2009.
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tidak harus memaksakan suatu tindakan yang teasdikorupsi selalu
diajukan ke depan persidangan pidana apabila tersgdah satu unsur tindak
pidana korupsi tersebut tidak cukup bukti. Penyitikak perlu melakukan
berbagai cara untuk memaksakan pembuktian unsur-utisdak pidana
tersebut dengan cara-cara yang melawan hukum. Rdwmeus misalnya
dengan pembuatan berita acara pemeriksaan yang yeaig pada akhirnya
berujung pada putusan be#as

b) Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikanTeéadakwa meninggal
dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan;
Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi jugpadaliajukan dalam
keadaan tersangka meninggal dunia pada saat esgslikan, sebagaimana
ketentuan Pasal 33 UU PTPK, sehingga tidak mungkproses secara
pidana. Mengenai meninggal dunia saat proses pkesaen sidang
pengadilan dalam keadaan sebagai terdakwa, diatlamdPasal 34 UU
PTPK. Tanpa adanya tersangka atau terdakwa metidggia tidak mungkin
dilakukan gugatan perdata. Hal ini merupakan diaslainnya dari gugatan
perdata untuk tindak pidana korupsi, sehingga gugpérdata dapat diajukan
kepada ahli warisnya. Pengaturan gugatan perdat@dig@enting karena jika
melalui jalur pidana, maka kewenangan menuntutnaideapus jika terdakwa
meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 77PKiy&hg menyatakan
bahwa “hak menuntut hilang karena meninggalnyarsangka”.
Keberadaan Pasal 33 dan 34 UU PTPK tersebut mepgding dan tidak
hanya sebagai dasar untuk dilakukannya gugatanafeerdetapi juga
merupakan solusi pengembalian keuangan negar&akmtbses pidana tidak
mungkin dilakukan. Kenyataannya banyak ditemukarkgra tindak pidana
korupsi yang sedang berjalan kemudian tersangkas aemdakwanya

meninggal dunia, proses persidangan tersebut meejuenti dan dianggap

38 Guse Prayudi (I)Gugatan Perdata Dalam Perkara Korup&iaria Peradilan No.249,

IKAHI 2006.hal. 33.
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selesai, tanpa ditindaklanjuti dengan gugatan pergadahal nyata-nyata
kerugian negara telah muncul. Gugatan perdata s&hga dapat dilakukan
oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugatiyajuzan kepada ahli
warisnya dalam posisi sebagai tergugat. Tanpa ettian seperti Pasal 33
dan 34 UU PTPK, sebetulnya Jaksa Pengacara Negdep tdapat
mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris yditgjukan atau
dibebankan pada harta pribadi si pembuat. Halelaisj secara hukum tidak
ada persoalan, sesuai dengan sistem pembebananggemgjawaban pidana
yang bersifat pribadi.

Maksud dilakukannya gugatan perdata apabila teksarsfau terdakwa
perkara korupsi meninggal dunia, sehingga tanggaumgbnya beralih kepada
ahli waris menandai bahwa dalam perkara korupsadnping menekankan
pemidanaan terdakwa juga menekankan adanya penb@mbang negara
yang dicuri. Pemahaman dalam konteks hukum makseprbukum perkara
korupsi tidak berhenti sampai dengan terjadinyadigirseperti diatur dalam
Pasal 77 KUHP. Hal ini sekaligus menunjukkan bahveskara korupsi
memiliki dua sisi, yaitu pidana dan perdata.

Terdakwa diputus bebas;

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dajgilén juga sehubungan
dengan adanya putusan bebas, sebagaimana diataladn ketentuan Pasal
32 ayat (2) UU PTPK, yang menyatakan bahwa “Putbséas dalam perkara
tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak umhéauntut kerugian
terhadap keuangan negara.” Akibat dari putusanshédaebut menjadikan
terdakwa tidak mungkin lagi diajukan upaya secalana.

Pengertian putusan bebas dalam Pasal 32 ayat /B TPK adalah putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1#1(Bydan ayat (2)
KUHAP berupa putusarvrijspraak ataupunonslag van rechtvervolging
Putusan yang dimaksud 191 ayat (1) didasarkan Ipasihpemeriksaan yang
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sahmdgrakinkan, yang berarti

tidak terbukti menurut penilaian hakim atas dasamlpuktian dengan
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menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum adidana. Adapun
pengertian yang terkandung dalam Pasal 191 ayatp€2puatan yang
dimaksud bukan merupakan suatu tindak pidana.

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU PTPK sangat sigmfikntuk mengantisipasi
adanya putusan bebas yang kemungkinan besar bishehaskan terpidana
dari segala tuntutan kerugian keuangan negaranggdnisecara yuridis formil
ketentuan. Pasal tersebut merupakan payung hukuanselaligus ciri khas
dari gugatan perdata terhadap putusan bebas.

Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampatsikunegara walaupun
putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapga jdiajukan terkait
dengan adanya putusan pengadilan yang telah dkamatanempunyai
kekuatan hukum tetap. Gugatan perdata ini diajud@idasarkan ketentuan
Pasal 38 C UU PTPK yang mengharuskan adanya han@abyang dikuasai
oleh terpidana atau ahli warisnya diduga atau phtlitga berasal dari tindak
pidana korupsi setelah putusan pengadilan dinyatdkéah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Gugatan ini dilakukan dengan perkataan lain kepik@ses peradilan pidana
berlangsung hingga putusan pengadilan berkekuatdunh tetap tidak
berhasil dilakukan perampasan. Ketidakberhasilarranpgasan dapat
disebabkan alasan-alasan teknis, sebagai misamnblisg/ikan atau dicuci
(money launderingdi negara lain. Dapat juga terjadi harta telaketihui
namun tidak dilakukan perampasan, meskipun UU PTRMnungkinkan
sebagaimana ketentuan Pasal 38 B ayat (2).

Apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapsmbuktikan bahwa
harta benda yang dimilikinya bukan berasal dadakpidana korupsi, maka
hakim berwenang untuk memutuskan seluruh atau sebdtarta benda
tersebut dirampas untuk negara. Tetapi apabilaadeqn terdakwa telah
dijatuhi putusan pengadilan dan telah memperoldludan hukum tetap

ternyata masih terdapat harta benda milik terpidgray diduga atau patut
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diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi ydredum dikenakan
perampasan untuk negara, maka negara dapat metakjulgatan perdata
terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan per#afmda terpidana dan
atau ahli warisnya terhadap harta benda yang dejersebelum putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baituspo tersebut
didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebelum baglakWU PTPK atau
setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Gugsdedata pengembalian
kerugian keuangan negara terkandung makna yangatsadagt untuk
memenuhi rasa keadilan sebagai akibat dari tindakelawan hukum yang
dilakukan terpidana atau ahli warisnya yang dersggngaja menyembunyikan
harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi y@fah merugikan keuangan
negara, sebagaimana penjelasan Pasal 38 C UU PTPK.

Terkait dengan masalah harta yang disembunyikankamada unsur
kesengajaan yang berikhtikad buruk yang dilakulkapidana secara melawan

hukum.Munir Fuady dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh

adanya tindakan kesengajaan tersebut berpendagdatab“rasa keadilan”
memintakan agar hukum lebih memihak kepada korlartiddakan tersebut,
sehingga dalam hal ini hukum lebih menerima pen@ekgang “objektif”.
Hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakansdébut kepada para
korban, daripada melihat apa maksud yang sesunggutari si pelaku,
meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanyar lkesengajaan
tersebut’.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menanjukahwa karakteristik
spesifik gugatan perdata diajukan setelah tinda&na tidak memungkinkan lagi
dilakukan, karena dihadapkan pada kondisi-kondisitehtu sebagaimana
dimaksud Pasal 32, 33, 34, 38 C UU PTPK. Tanpayadpangaturan dalam UU

39 Munir, Fuady Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan KontenpdZéra Aditya Bakti,

Bandung, 2002, hal. 47.
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PTPK tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatardatr. Mengikuti logika
UU PTPK dapat didalilkan, apabila tidak diatur tolelndang-Undang berarti
tidak dibenarkan untuk dilakukan gugatan perdataysksnya dalam konteks
terdapat hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewgamamenuntut pidana” dan
“penghentian penyidikan atau penuntutan”, sebagasandhatur dalam Pasal 77,
Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) hurdfldAP.

KUHP atau KUHAP sebenarnya tidak melarang gugatmdgia atas terjadinya
hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan rhényoidana” atau
terjadinya “penghentian penyidikan atau penuntytamdmun tidak mengatur
ketentuan mengenai gugatan perdata. Logika inisse@engan adanya ketentuan
mengenai “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti kerugebagaimana diatur
oleh Pasal 98-101 KUHAP.

2. Gugatan perdata terbatas untuk Tindak Pidana Korapeugikan keuangan
negara.

Ketentuan Pasal 32, 33, 34, dan 38 C UU PTPK nagatyan adanya
unsur kerugian keuangan negara yang nyata, untpat dilakukannya gugatan
perdata. Hal tersebut disebabkan penyebutan balewaikn keuangan negara
hanya diatur dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal ZPdaal 3 UU PTPK. Ketentuan
UU PTPK selain Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyingdgemungkinan dapat atau
secara nyata menimbulkan kerugian keuangan segata. Hal ini berarti bahwa
gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jemi&Ki pidana korupsi yang
diatur dalam UU PTPK. Sejalan dengan pengaturaanddlU PTPK, Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga mlengpokan Tindak
Pidana Korupsi berdasarkan sifatnya ke dalam 3@ukeamdak pidana korupsi,
namun kerugian keuangan negara hanya meliputii@) (dasal yaitu Pasal 2 dan
Pasal &.

40 Komisi Pemberantasan Korupslemahami Untuk Membaspomisi Pemberantasan

Korupsi, Jakarta, 2006, hal. 19.
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Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK jika dihubungkan deRgaal 32,33,34, 38
UU PTPK maka dasar Jaksa Pengacara Negara mengaipulperdata karena
pengembalian keuangan negara tidak mungkin dilakukelalui jalur pidana.
Alasan jalur pidana tidak dapat mengembalikan kgaannegara karena
dihadapkan unsur tidak cukup bukti, tersangka &adakwa meninggal dunia
atau karena putusan bebas, serta gugatan terrexgagaha yang telah dinyatakan
berkekuatan hukum tetap tetapi diduga menyembunyikasil korupsi yang
belum dikenai perampasan. Di sisi lain, didasauives bahwa ditemukan adanya
perbuatan melanggar hukum secara perasige¢htmatig daadyang nyata-nyata
menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga nglimkan diajukannya

gugatan perdata.

D. SISTEM PEMBUKTIAN GUGATAN PERDATA TINDAK PIDANA
KORUPSI

Sistem pembuktian Gugatan perdata Tindak Pidanaugsor untuk
pengembalian kerugian keuangan negara tidaklah eBarbdengan sistem
pembuktian perkara perdata lain pada umumnya, walawsistem pembuktian
gugatan perdata untuk pengembalian kerugian kenanggara lebih kompleks
dan rumit. Kompleks dan rumit karena gugatan peardaru dapat diajukan
setelah proses pidananya tidak mungkin lagi ditangeibatnya gugatan perdata
bersifat menunggu, artinya proses gugatan perdata bisa dilakukan jika
perkara pidana tidak mungkin lagi diproses, karditeadapkan pada kondisi
hukum tertentu. Konsekwensi dari gugatan perdaitey yhajukan setelah proses
pidana tidak memungkinkan lagi, Jaksa Pengacaranddgarus berusaha keras
mengumpulkan fakta-fakta baru yang diperlukan daleangka menunjang
kebenaran dalil gugatannya. Fakta baru tersebutipakan bukti-bukti yang
secara faktual tidak diragukan kebenarannya, kimysusberkaitan dengan
kerugian keuangan negara yang nyata. Hal ini kakenagian keuangan negara
yang nyata merupakan syarat mutlak gugatan perdatagian negara yang nyata

artinya telah dihitung jumlahnya secara benar ksend@n hasil temuan instansi
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yang berwenang atau akuntan publik yang ditunj@lsuai dengan penjelasan
Pasal 32 ayat (1) UU PTPK.

Menemukan fakta-fakta baru dalam rangka menungugpatan perdata
itulah yang menjadi permasalahan. Permasalahask#én semakin rumit apabila
terhadap fakta-fakta dimaksud, tergugat telah ladrasmenyembunyikan dan
mengalihkan kepada pihak lain hasil korupsinyaaRdnli hukum sepakat bahwa
dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenfaamnil walaupun secara
eksplisit dalam HIR, Rbg maupun BW tidak satu pgsal yang menyebutkan
kebenaran formil dimaksud. Sistem peradilan peraaéndasarkan kebenaran
formil, artinya hakim akan memeriksa dan mengapérkara perdata terikat
mutlak dengan cara tertentu yang diatur dalam Hbg/RSistem pembuktiannya
juga mendasarkan pada kebenaran formil yang béaim terikat pada apa yang
dikemukakan para pihak. Berbeda dengan sistem gdrabypada perkara pidana
yang menganut sistemegatief wettelijke Sistem pembuktian dalam perkara
pidana para ahli hukum berpendapat bahwa kebewyarandicari dalam perkara
pidana adalah kebenaran matermageriele waarheid Kebenaran disini tidak
semata-mata mendasarkan pada alat bukti yang sathagat diajukan oleh pihak-
pihak yang berperkara di sidang pengadilan, tejiaga harus disertai dengan
keyakinan hakirfr.

Adapun sistim pembuktian dalam perkara perdajalagkan olehYahya
Harahap kedalam fungsi dan peran hakim dalam proses efx@data hanya
terbatas :

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil,

2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar aldaarfakta-fakta yang
diajukan oleh para pihak selama proses persidangdangsung.

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiraakenhyakin bahwa apa yang

digugat dan diminta penggugat adalah benar, tgtepiggugat tidak mampu

a1
188.

Bambang Sutiyosdktualita Hukum dalam Era ReformaBiajawali Pers, 2004, hal.
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mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininyeka hakim harus

menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebematalil gugatan, karena

tidak didukung dengan bukti dalam persidarfgan

Adanya persyaratan pembuktian yang bersifat forméngikuti sistem
pembuktian perkara perdata dalam gugatan perdatgepwalian keuangan
negara, merupakan kendala yang harus disikapi asesmnius khususnya oleh

Jaksa Pengacara Negara. Hal ini menjadi pentingnkadapat memunculkan

permasalahan yang sangat dilematis. Jaksa Penghlesyara pada satu sisi

diharuskan mengajukan bukti-bukti formil dalam g@angan perdata, dan pada
sisi yang lain perkara tindak pidana korupsi teuséblah dinyatakan tidak cukup
unsur bukti atau bahkan telah diputus bebas. Masailanenjadi dilematis karena
terkait dengan nilai pembuktian, yang mengharuskakti-bukti formil yang
diajukan dalam persidangan, harus berkualitas sebadti yang didasarkan pada
kenyataan. Konsekwensinya bukti-bukti yang pernpglodes dalam pemeriksaan
perkara pidana dan dinyatakan tidak cukup unsutibatau terdakwa telah
diputus bebas, tidak mungkin lagi dapat diajukacese perdata. Hal ini karena
bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembaktiyang mendukung dasar
gugatan. Kondisi seperti itu mengharuskan adanyai-bukti baru yang secara
faktual mempunyai nilai pembuktian.

Adapun yang dimaksud dengan fakta yang bernileag&ibbukti adalah sebagai

berikut :

a) Terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yad#dais dan nyata
membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang ib@nkangsung dengan
perkara yang disengketakan.

Artinya, alat bukti yang diajukan mengandung fakkongkrit dan relevan
atau bersifaprima factie yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa
yang langsung berkaitan erat dengan perkara yasengediperiksa. Seperti
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/Pdt/198énggugat

42 M. Yahya HaraparQp. Cit hal. 499.
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mendalilkan, keberadaan tergugat di atas tanah eblema sebagai
penumpang berdasarkan perjanjian pinjam. Ternyaaggugat hanya
membuktikan tanah tersebut adalah harta peningdgdanTerbuktinya tanah
itu peninggalan KD, tidak dapat dinilai sebagaitéakonkrit dan relevan
maupunprima facti;

b) Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikaileyo sebagai hal yang
khayali atau semu, oleh tidak bernilai sebagai lalkti untuk membuktikan
sesuatu kebenaran.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa $ielakia fakta atau bukti yang

diajukan bernilai sebagai alat bukti yang sah. &yaramanya, harus diajukan dan

ditemukan dalam proses persidangan, sedang yaemgukan di luar persidangan
atauout of court tidak dapat dijadikan hakim sebagai dasar pamlaSelain itu,
bukti yang diajukan di persidangan harus mampu nodtikan fakta konkret
yang langsung berkaitan dengan materi pokok penfamng disengketakan. Bukti-
bukti yang hanya mengandung fakta abstrak, tidakilae sebagai alat bukti
untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atastiperhukurft®.

Ada 2 (dua) hal penting yang harus digarisbawaéin dlaksa Pengacara Negara

ketika akan mengajukan gugatan perdata untuk pemgean kerugian keuangan

negara akibat tindak pidana korupsi, yakni :

(1) Jalur perdata dapat digunakan terhadap perbuatampdigika secara materiil
terdapat kerugian keuangan negara. Kerugian negesebut harus nyata dan
pasti jumlahnya. Hal ini sebagai konsekwensi logiguk tuntutan ganti
kerugian atas keuangan negara yang terjadi akéxduptan korupsi dalam
suatu gugatan perdata. Kerugian keuangan negarm Iygata, merupakan
garis pembeda yang tegas dengan menggunakan jdamap karena dalam
jalur pidana unsur “merugikan keuangan negara’ diawlengan istilah
“dapat” maka dipahami bahwa kerugian keuangan maetgasebut tidak harus

sudah terjadi secara materiil. Adanya perbuataakpeyang dapat merugikan

a3 Ibid, hal. 501 — 502.
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keuangan negara sudah dapat memenuhi unsur pasibih-lebih apabila
kerugian keuangan negara telah terjadi secara iihgtde penjelasan UU
PTPK).

(2) Kerugian keuangan negara tersebut ditentukan bemidas hasil temuan
instansi yang berwenang atau akuntan publik yahqdik melalui tata cara
atau prosedur audit yang benar. Hal ini terkaitgaenpersyaratan teknis
penemuan kerugian keuangan negara.

Soeyatno Soenoesoebratamantan Deputi Kepala BPKP bidang
pengawasan khusus menyatakan bahwa dalam ranglekukah temuan yang
benar harus memperhatikan suatu perhitungan adkeg@gian negara yang
dilakukan sesuai dengan standart audit yang bea#y memperhatikan ruang
lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidaky&aberdasarkan pada
dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik atataksfan saja. Auditor harus
benar-benar melakukan perhitungan dan hasilnyashdikonfirmasikan kepada
auditan. Apabila perhitungan tidak memenuhi kedaadart audit seperti di atas,
maka hasil perhitungan tersebut tidak valid danu$adi enclose kembali.
Mendasarkan pada pendag@ieyatno Soenoesoebrattersebut, maka laporan
audit tentang besaran kerugian keuangan negaebterdi atas dapat dikatakan
tidak valid apabila jumlah kerugian keuangan negaak pasti besarannya.
Apabila ada laporan audit yang tidak valid dipemjan sebagai bukti penentuan
besaran kerugian keuangan negara dalam prosedgerdgka hal tersebut dapat
mementahkan gugatan Jaksa Pengacara Negara itui.séadi, masalah teknis
penemuan unsur kerugian negara haruslah diperhatikagan cermat karena
sebenarnya unsur inilah yang memegang peranan sergral dalam
pengembalian kerugian keuangan negara tersebutademgnggunakan jalur
perdaté*.

a4 Guse Prayudi (I1)‘Sifat Melawan Hukum UU Pemberantasan Tindak Pid&mwaupsi”,

Varia Peradilan, No.254, Ikahi, 2007, hal. 36-37.
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Adapun yang berwenang melakukan audit dalam prakezing kita
temukan dua instansi, yaitu BPK dan BPKP. KeweaanBPK berdasarkan
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006. Kedua instansididalam UU No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan KorupsKjKPasal 6, dikatakan
bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya berkoordidasgan instansi yang
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidang$iorPenjelasan Pasal 6
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ instangi lyarwenang “ termasuk
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas KeuaragarPembangunan,
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negarapekitsrat pada

Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-pemerintah.

E. PENERAPAN GUGATAN PERDATA DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA
Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangararaneglalam
penerapannya didasarkan pada kenyataan adanyaidkerkguangan negara.
Selanjutnya dengan gugatan perdata tersebut dkearagerugian negara dapat
dikembalikan disamping pelaku tindak pidana korugikenakan sanksi pidana
sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU PTPK. UU PTPKrasddmisus mengatur
upaya pengembalian keuangan negara melalui jafdaf@emeliputi:
a) Gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuamggyara yang nyata
seperti diatur di dalam Pasal 32, 33, 34 UU PTRK, d
b) Gugatan perdata terhadap harta benda yang didugsabeélari tindak pidana
korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk aeggperti yang diatur
dalam Pasal 38 C UU PTPK.
Pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugsdrdata sesungguhnya
memperlihatkan keseriusan negara untuk mengembalédset hasil korupsi.
Seorang tersangka atau terdakwa yang telah meninggkalipun tetap
memungkinkan dituntut untuk mengembalikan kerudianangan negara yang
dilakukan melalui gugatan perdata terhadap ahlismMarsangka atau terdakwa.

Masalahnya adalah bagaimana mengimplementasikanatagug perdata
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pengembalian keuangan negara tersebut dalam prakiekm. Pertanyaan ini
diajukan karena yang terjadi selama ini gugatamlgiarpengembalian kerugian
keuangan negara yang dilakukan oleh negara terhmadaku korupsi sangat kecil
jumlahnya. Untuk memaksimalkan pengembalian keuangsgara maka tidak
ada pilihan lain negara harus terus-menerus meakjmh upaya hukum secara
perdata. Alasannya bukan saja didasarkan tuntwBornmasi, tetapi Indonesia
sebagai negara hukum harus mengutamakan penerapapedegakan hukum.
Jaksa sebagai pengacara negara secara kuantedtifrpemperbanyak gugatan
secara perdata, dan pada saat yang bersamaan rhanisgkatkan kualitas
gugatannya. Cara-cara apapun yang dapat dibenarkamurut hukum harus
diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya bahwaregara harus dikembalikan
kepada negara, untuk dipergunakan bagi kepentiriggsejahteraan rakyat.
Berkaitan dengan gugatan perdata, Indonesia sgshinga pernah
memiliki pengalaman dalam hal melacak dan mengek@mkerugian kekayaan
negara. Dua kasus yang menonjol adalah pelacakaam ma&olusi peninggalan
rezim orde lama dan hasil korupsi peninggalan HefFa/ang dikuasai istrinya
Kartika Taher. Kasus Kartika Taher diawali dengaterdukannya dokumen
deposito misterius tentang uang 30 Juta US $ dk Beamitomo Singapura yang
diduga hasil penggelapan pejabat Pertamina masamiempinan Ibnu Sutowo,
pemerintah mengklaim bahwa deposito bank Sumitotuomerupakan hasil
komisi yang tidak sah secara hukum. Melalui progegatan perdata di
pengadilan Singapura, pemerintah berhasil mememangksus pengembalian
aset tersebut sebesar 78 Juta US $ pada tahun K@®2rhasilan membawa
kembali uang hasil korupsi Taher merupakan pregtaling fenomenal. Selain
kasus itu, belum ada kisah sukses tentang peladedeayaan negara. Tentang
dana revolusi ternyata tidak sesuai dengan infaryeasy sempat beredar. Emas
lantakan, platina atau simpanan jutaan Poundsgetemyata nihil. Pemerintah
melalui tim operasi teladan hanya berhasil memkaredana revolusi itu sebesar
550 ribu US $ plus Rp. 1,5 Miliar. Berdasarkan tampada Bank Guyerzeller,

Zumont, Swiss, Daiwa Securities, dan Tokyo berhdigihipat masing-masing US
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$ 250.000 dan US $ 250.000. dan sejak 1 Oktobes $86Muanya masuk kedalam

kas negara.

Penerapan gugatan perdata pengembalian kerugiandeu negara akibat tindak
pidana korupsi dapat dilakukan atas dasar danrakiaaan sebagai berikut :

1) Gugatan Perdata Atas Dasar Tidak Cukup Unsur Bukti.

Gugatan perdata atas dasar tidak cukup unsur didttir dalam ketentuan
Pasal 32 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan :Dalarh geyidik
menemukan dan perpendapat bahwa satu atau lebir tindak pidana
korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan seogata telah ada kerugian
keuangan negara, maka penyidik segera menyerahidasbperkara hasil
penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negata dilakukan gugatan
perdata atau diserahkan kepada instansi yang kamgintuk mengajukan
gugatan.

Ketentuan gugatan perdata berdasarkan Pasal 3313ydt) PTPK dengan
demikian dapat diajukan setelah dipenuhinya syamateriel dan syarat
formil. Syarat materiel, apabila penyidik menemukiam berpendapat bahwa
satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tigal@pat cukup bukti Adapun
syarat formil, adalah negara sebagai pihak yangtdaq@ngajukan gugatan

perdata.

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UUPTPK tersebetupakan dasar
penggunaan jalur perdata setelah dilakukan peraidikneskipun belum
memasuki proses pemeriksaan peradilan. Gugatamtpebberdasarkan Pasal
32 ayat (1) UU PTPK dengan perkataan lain diajukardasarkan asumsi
terjadinya tindak pidana korupsi yang telah menilikdou kerugian negara,
meski tindak pidana korupsi dimaksud tidak cukugktbuPeluang untuk
mengajukan gugatan perdata terbuka setelah ditemtitak cukup unsur

bukti secara pidana, tetapi telah terjadi keruggemmangan negara.
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Adapun pihak yang berhak mengajukan gugatan pedgtat dilakukan oleh
jaksa sebagai pengacara negara. Posisi atau keamtudiksa Pengacara
Negara atau instansi yang dirugikan adalah samartseposisi atau
kedudukan Penggugat dalam perkara pada umumnyatersdbut berarti
prinsip-prinsip hukum acara perdata antara laiardahal pengajuan gugatan
perdata berlaku asastor sequitur forum reidalam pembuktian berlaku asas
penggugat yang harus membuktikan sesuai denganaasas in cumbit
probation

Negara atau instansi yang merasa dirugikan dalagatgonya haruslah
didasarkan pada dalil gugatan yang kuat dan pendoukang akurat. Kalau
kerugian keuangan negara tersebut bersumber d&NARau APBD, maka
bukti yang kuat sebaiknya harus berdasarkan hasglit dembaga yang
berwenang. Berdasarkan ketentuan peraturan perdgfdiagangan, instansi
yang berwenang untuk melakukan audit, yaitu audérnal dilakukan oleh
BPKP, dan audit eksternal oleh BPK. Hal ini karelatam gugatan perdata
sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata yazm g@bses pembuktian

menganut asas pembuktian formil.

Penerapan kasus gugatan perdata untuk pengembadizangan negara
dengan alasan tidak cukup bukti sebagaimana dirdaRasal 32 Ayat (1) UU
PTPK tidak banyak dilakukan oleh Jaksa Pengacagafde(JPN), kecuali
terhadap kasus yang melibatkan mantan PresiderafoePRerkara gugatan
terhadap Soeharto saat ini sedang dalam prosesnbarkarena di tingkat
Pengadilan Negeri gugatan Jaksa Pengacara Nedafakdilengan alasan
tehnis hukum, khususnya berkaitan dengan kegagdéksa Pengacara
Negara mengajukan bukti-bukti yang dapat mendulkeigenaran dalil-dalil

gugatannya.

2) Gugatan Perdata Atas Dasar Putusan Bebas
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Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi tidadeatia merta membebaskan
terdakwa dari proses hukum. Hal ini karena ketenfasal 32 Ayat (2) UU
PTPK memberikan alternatif diajukannya gugatan @@rdpengembalian
kerugian keuangan negara bagi pelaku korupsi meskiglah diputus bebas
secara pidana, sesuai ketentuan Pasal 32 ayait(®Bam bebas dalam perkara
tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak umhédnuntut kerugian
keuangan negara. Putusan bebas dimaksud disirahagatusan pengadilan
sebagaimana dimaksud pasal 191 ayat (1) dan ayBi[2No. 8 tahun 1981,

yakni baik itu putusamrijspraak maupuronslag van rechtvervolgin

Alternatif gugatan perdata berdasarkan Pasal 32(2y&JU PTPK diperkuat
dengan ketentuan Pasal 1919 BW yang menyatakaka ‘Skorang telah
dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaramy ydituduhkan
kepadanya, maka pembebasan itu di muka hakim pertddak dapat
dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti’ruiias dasar ketentuan
tersebut, apabila dalam keputusan pidana yang tiitsfatakan bebas, tetapi
di dalamnya memuat pertimbangan hukum atau menasfibangan adanya
fakta hukum bahwa akibat perbuatan terdakwa seaayata telah
menimbulkan kerugian akibat dari kesalahannya akiat dari sikap kurang
berhati-hatinya terdakwa, maka putusan pidanahatseenjadi bukti yang
sangat kuat dalam penyelesaian gugatan perdatadyaingan. Bahkan dapat
dijadikan peristiwa pokok yang merupakan fakta mmkyang telah terbukti

kebenarannya sebagai dasar diajukannya tuntutan.

Menanggapi putusan bebas sebagaimana dimaksud ®alaat 32 ayat (2)
UU PTPK menurutGuse Prayudi Pasal 32 ayat (2) UU PTPK tersebut
memberikan pedoman agar putusan bebas dalam pédanasi (rijspraak),
terlebih dahulu berupanslag van rechtvervolgingmisalnya dalam hal
perkara tersebut merupakan perkara perdata semaita, tidak harus disikapi
secara murni pidana, tetapi disikapi dengan panaaigperdata, dalam
pengertian harus diupayakan dan diberdayakan upgasm@ata dalam
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penyelesaiannya. Penerapan gugatan perdata tinddknap korupsi
dihadapkan adanya kendala persyaratan formil yaegjadi dasar tuntutan.
Persyaratan formil dimaksud terkait dengan keharws#anya pembuktian
berupa putusan pidana. Apabila persyaratan foriddkt terpenuhi maka
gugatan terancam akan diputus dan dinyatakan tidakrima (iet
ontvankelijk verklaarfl Agar gugatan tersebut mempunyai dasar dan alasan
yang kuat maka ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU P& s didukung dengan
ketentuan Pasal 1919 BW. Bukti-bukti yang diajudangan demikian paling
kurang harus memenuhi syarat adanya putusan bedag gidalamnya
memuat pertimbangan hukum adanya kerugian keuanggara yang nyata

akibat dari perbuatannya tersebut.

Pasal 32 ayat (2) UU PTPK sejatinya digunakan untekgantisipasi adanya
putusan bebas yang kemungkinan besar bisa memlaebasipidana dari

segala tuntutan kerugian keuangan negara, sehisggaa yuridis formil

ketentuan pasal tersebut merupakan payung hukuetagjugerdata terhadap
putusan bebas. Walau dalam kenyataannya terdapgblb&asus korupsi
yang pelakunya dinyatakan bebas ternyata tidakkhaj gugatan perdata.

Satu-satunya gugatan perdata karena putusan belbasditerapkan dalam
kasus PT. Goro Bantara Sakti (GBS) yang merugikegaera sebesar 94,5
miliar. Kasus ini bermula dari kasus Goro yang mebaskan Tomy dalam
putusan perkara Peninjauan Kembali (PK). Atas da@sakemudian Jaksa
Pengacar Negara (JPN) mengajukan gugatan kepagageen - PT GBS dan
Tergugat Il - Tomy (mantan komisaris utama PT GB®Yygugat Il Ricardo,
dan Tergugat IV Beddu Amang (mantan Kepala Buloghgy terdaftar di
Pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan registnasnor perkara
1228/Pdt.G/2007/PN Jaksel. Nilai gugatan terhadapyldan kawan-kawan
terdiri atas kerugian materiil sebesar Rp 100 mdian kerugian imateriil Rp

244,2 miliar, serta tuntutan bunga selama nilaugemn meteriil disimpan di
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bank sebesar Rp 206,520 miliar. Total nilai gugayansebesar Rp 550,72

miliar.

Sehubungan dengan materi gugatan, Kejaksaan meyaartglah terjadi
kerugian negara terkait perjanjian (MoU) antar mriggt dan tergugat
seputar penyerahan tukar guling gudang Bulog paaggl 11 Agustus 1995.
MoU tersebut dibatalkan pada 25 Agustus 1995 danh dibatalkan terjadi
perbuatan melawan hukum. Pemerintan Rl cq Kejaksagung telah
menggunakan gugatan itu sebagai dasar untuk meagajpermohonan ke
Pengadilan Guernsey agar tetap berlanjutnya perabekiana perusahaan
Garnet pada Banque Nationale de Paris and Paribam&ey. Atas gugatan
itu Tomy Soeharto justru menggugat balik Perum Buingan meminta
ganti rugi secara keseluruhan Rp 10 triliun, temri ganti rugi materiil 985
juta dolar AS dan immaterial 1 triliun.

Alasan gugatan balik karena Tommy tidak mendapakeamtungan dalam
keadaan dana dibekukan. Tomy juga kehilangan kagaty yaitu membiayai
kerjasama menjalankan proyek-proyek yang menglasileuntungan, yaitu
proyek oil & gas, apartement & shoping mall, petr@mical, asphalt refinery,
Bio fertilizer, and high speed diesel senilai 98&DDollar AS.

Jumlah tersebut dengan nilai kurs 1 Dollar AS saeragan Rp 9.400 setara
dengan Rp 9,259 Triliun. Pengadilan Negeri JakaBelatan dalam
putusannya tanggal 28 Februari 2008, menolak delgngatan Perum Bulog
terhadap PT. Goro Batar Sakti, Hutomo Mandala P&i@ardo Galael.

Sebaliknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan metigabsebagian gugatan
balik Hutomo Mandala Putra karena Perum Bulog daken melakukan
perbuatan melawan hukum dalam mengajukan gugatdradi@#p Tomy,

sehingga dihukum membayar ganti rugi materiil sebBp 5 Miliar.

3) Gugatan perdata Atas Dasar Meninggalnya Tersantia Perdakwa
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Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK terkaigaterkeberadaan
tersangka atau terdakwa yang tidak mungkin lagi byegannya
dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, karesmanggal dunia pada
saat dilakukan penyidikan dan atau pada saat pesaen di sidang
pengadilan. Hal ini merupakan peristiwa hukum ydmegsifat kondisional
sehingga tidak mungkin tersangka atau terdakwaosg® secara pidana,
meski telah terjadi kerugian keuangan negara yayagan Mengantisipasi
terjadinya kerugian keuangan negara maka di daldth RTPK diatur

mengenai upaya gugatan perdata yang dapat ditupeq@ada ahli warisnya.

Ketentuan ini merupakan bentuk nyata dari pentiagrpengembalian

kerugian keuangan negara yang hilang akibat dabua¢an korupsi. Hal ini

perlu dinyatakan karena ada beberapa perkara tipadna korupsi yang
sedang berjalan kemudian terdakwanya meninggal adumaka proses
persidangan tersebut berhenti padahal nyata-nyatagian negara telah
muncul. Contoh kasus terjadi pada Hamdani Amin agpranggota KPU

yang meninggal pada saat perkaranya dalam proseeriReaan Kembali

(PK) di Mahkamah Agung. Hamdani divonis 4 tahunjpendan denda Rp
300 juta subsider 4 bulan kurungan. la juga diH@msmembayar uang
pengganti sebesar Rp 13,392 miliar secara tanggemtgng bersama Ketua
KPU Nazarudin.

Prinsip pengembalian kerugian keuangan negara dalameks ini tidak
terhalang dengan meninggalnya terdakwa, karenaaJBksgacara Negara
atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gngpedata terhadap ahli

warisnya.

Gugatan perdata Terhadap Hasil Korupsi Yang Belukerdai Perampasan
Gugatan perdata berdasarkan Pasal 38 UU PTPK H#dakudengan
didasarkan pada peristiwa pokok tergugat telah kn&kn tindak pidana
korupsi dan telah memperoleh kekuatan hukum t&efelah adanya putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudiketahui terdapat

Universitas Indonesia

Penggunaan instrumen..., Ronny Roy Hutasoit, FH Ul, 2010



56

harta benda milik terpidana yang diduga atau pditliga juga berasal dari
tindak pidana korupsi yang belum dikenakan peraampasntuk negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2a Raatisi seperti ini
negara dapat melakukan gugatan perdata terhadgiplatea dan atau ahli
warisnya (Pasal 38 C UU PTPK).

Dasar pemikiran ketentuan pasal 38 C UU PTPK umhémenuhi rasa
keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidaraipki yang sengaja
menyembunyikan harta benda yang diduga atau padupa berasal dari
tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketatetelah putusan
pengadilan peradilan mempunyai kekuatan hukum .tefggabila hal itu
terjadi, negara memiliki hak untuk melakukan gugafeerdata kepada
terpidana dan atau ahli warisnya terhadap hartdédgang diperoleh sebelum
putusan pengadilan memperoleh putusan hukum te#a,putusan tersebut
didasarkan pada Undang-Undang sebelum berlakuny®TRK atau setelah
berlakunya Undang-Undang tersebut.

Ketentuan diatas menunjukkan jalur perdata dapaundikan untuk
menyelesaikan perkara korupsi baik sebelum dahaseperkara korupsi itu
diperiksa melalui proses persidangan pidana. Haehagai wujud dari jiwa
UU PTPK sebagai aturan yang bertujuan untuk meincega memberantas
secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi.

Pengajuan gugatan yang diajukan Jaksa Pengacaed\legrdasarkan pasal
38C UU PTPK, dapat dikatakan relatif lebih mudampektiannya sebab
kesalahan tergugat telah terbukti secara hukummpidgaitu dengan adanya
putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan huketap. Gugatan
berdasarkan Pasal 38C UU PTPK, peristiwa pokok yampjadi dasar
tuntutannya bahwa tergugat telah melakukan perbuatdak pidana korupsi.
Fakta hukum untuk memperkuat gugatan, pembuktiarcyeup dengan
mengajukan alat bukti tertulis berupa putusan @d&utusan hakim sebagai
alat bukti tertulis termasuk kualifikasi akta oi&ntang mempunyai kekuatan
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hukum sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal IF65 285 Rbg, bahwa

akta otentik merupakan alat bukti yang mengikatskmpurna.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan Pas@l 38 PTPK adalah
ketika harta benda hasil tindak pidana korupsitdikei dipindahkan ke pihak
lain atau disembunyikan di luar negeri. Menyikapasalah tersebut bagi
Indonesia tidak ada pilihan lain kecuali harus merbpnyak melakukan
kerjasama dengan negara-negara Yyang diduga kuahgasehbtempat

menyembunyikan hasil korupsi. Kerjasama dengan rae¢mn sekaligus
merupakan upaya merealisasikan ketentuan UNCAC ndala@ngka

mengembalikan kerugian keuangan negara, dengankukeala gugatan

perdata yang difasilitasi negara tempat hasil kardgimpan.

Berdasarkan uraian tentang penerapan hukum gug&talata tersebut di atas
maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gugatan perdata pengembalian keuangan negara timdak pidana korupsi
tidak banyak dilakukan Jaksa Pengacara Negara tsédlanding dengan
jumlah kasus tindak pidana korupsi yang merugikeuekigan negara, padahal
ditemukan banyak kasus tindak pidana korupsi yamgugikan keuangan
negara terbuka peluang untuk diajukan gugatan fgErda

2. Gugatan perdata pernah diajukan oleh Jaksa Peagblemara terhadap dua
kasus tindak pidana korupsi.

Pertama gugatan didasarkan adanya kerugian keuamggera meskipun
secara pidana dinyatakan tidak cukup unsur bukmgymelibatkan mantan
presiden Soeharto sebagai tergugat. Kedua gugaidasatkan adanya
kerugian negara (Bulog) walaupun terdakwa dalankgvar pidana diputus
bebas, yang melibatkan Tomy Soeharto sebagai tetgufedua kasus
tersebut kandas di tingkat Pengadilan Negeri. $ely@ gugatan balik yang
diajukan oleh Tomy Soeharto dikabulkan oleh PengadiNegeri dan
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menghukum Bulog untuk membayar ganti rugi, meskigaat ini masih

dalam proses banding.

F.PRINSIP-PRINSIP PENGEMBALIAN ASET PADA NEGARA DAL AM
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2 003
(UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003)

Beberapa prinsip penting dalam Konvensi Anti Korugerkait dengan
pengembalian aset pada negara, yakni sebagai beriku
1. Prinsip“Asset Recovety

Asas atau prinsip dsset recovefy ini diatur secara eksplisit dalam
Konvensi Anti Korupsi. Prinsip ini dapat diketahdari Chapter V (Bab V)
mengenai Asset RecovetyPengembalian Aset), khususnya Article 51 UNCAC/
Pasal 51 Konvensi Anti Korupsi.

Article 51 :

The return of assets pursuant to this chapter isrelamental principle of
this Convention, and State Parties shall afford @am®ther the widest
measure of cooperation and assistance in this regar

(Pengembalian aset-aset menurut bab ini merupakaiu grinsip yang
mendasar dari Konvensi ini, dan Negara-negara fReseajib saling

memberi kerja sama dan bantuan yang seluas-luaseggenai hal ini)

Konvensi Anti Korupsi khususnya mengenai pengerabalaset ini
menurut Adil Surowidjojo lebih memfokuskan pada pencegahan transportasi
hasil korupsi, meskipun negara-negara disyaratkamkumeningkatkan antisipasi
institusi-institusi keuangannya dalam mengantisigaansaksi keuangan dan
kegiatan-kegiatan dalam sektor perbankan melahgkah-langkah pencegahan.
Pendekatan ini dipasangkan dengan kerja sama wsdgianterregional, dan
multilateral yang ditargetkan untuk memerangi peru uang rhoney

Universitas Indonesia

Penggunaan instrumen..., Ronny Roy Hutasoit, FH Ul, 2010



59

laundering, di antaranya pemberdayaan otoritas domestik kumhelakukan
penyelidikan dan berbagi informasi dengan otonjasg relevaff. Pencegahan
dan pemberantasan korupsi melalui lembaga keuat@amemerangi pencucian
uang sebagai salah satu mata rantai korupsi mergadgat logis dengan
pertimbangan seperti dikemukakan olelsede Made Sadgunaahwa lembaga
keuangan bisa dimiliki atau dikuasai oleh penjayetg pintar dengan tujuan
utama memakainya sebagai sarana pencucian uandukPdan jasa keuangan
dimanfaatkan untuk “mencuci” harta hasil kejahatdasil akhirnya bukan saja
penjahat tersebut dapat dengan aman menikmati kejsihatannya, melainkan
juga dapat membiayai kembali operasi kejahatafinya

Ketentuan Pasal 5Af(ticle 51) Konvensi Anti Korupsi ini secara teknis
memungkinkan tuntutan, baik secara perdateldlui gugatah maupun secara
pidana pengembalian aset negara yang telah dipeadéh seseorang melalui
perbuatan korupsi. Kemungkinan menempuh prosedkurnudalam rangka
pengembalian aset ini juga berlaku bagi NegararReken yang telah dirugikan
(damages to another State Pargtau dalam rangka menegakkan hak atas atau
kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh melaldbysgan kejahatan korupsi
(to establish title to or ownership of property atgd through the commission of
an offence establish in accordance with this Cotigah

Prinsip Konvensi Anti Korupsi tersebut dengan deam tidak hanya
menekankan pentingnya kebijakan dan praktik per@egaAnti Korupsi
(preventive anticorruption policies and practitegang lebih bersifat pidana —
kriminalisasi dan penegakan hukunorifiinalization and law enforcemgnt

Kepentingan utama lainnya, yaitu tindakan-tindakserdata berupa gugatan

* Adil Surowidjojo, ‘The United nations Convention Against CorruptiormwHwill it help

Us ?”, dalam Jentera, Jurnal Hukum, Edisi 9, TahunJlhi 2005, hal. 71.

46 I. Gede Made SadgunaRéranan PPATK dalam Pemberantasan Korupsi Menujadso

Corporate Governance Sektor Keuangafalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, Nomor 3,
Tahun 2005, hal. 17.
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pengembalian aset negara yang dikorupsi dalarahsgiing lebih populer disebut

dengan stolen assets recovery (STAR)”

Konvensi Anti Korupsi/UNCAC memungkinkan dilakukema tindakan-
tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidgmadout a criminal
conviction), dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengasaalaneninggal dunia,
lari (kabur) atau tidak hadir atau dalam kasus-kasin yang sama. Prinsip
tersebut diatur dalam Article 54 (1) (c) of the UNC. Prinsip ini menunjukkan
bahwa gugatan perdata dilakukan ketika mekanisnradp@n pidana gagal
melakukan penuntutan karena kondisi-kondisi terdakmeninggal dunia, lari
(kabur), ataunabsentia Ungkapan lain yang terkandung di dalam Article(5%
(c) of the UNCAC merekomendasi Negara Peserta marakgn/mengatunon-
criminal systems of confiscation

Prinsip yang diatur dalam Article 54 (1) (c) oetdNCAC yang kemudian
melahirkan konseplfi Rem forfeituré atau ‘forfeiture actions to be brought
against the stolen property it selfseperti diterapkan di Afrika Selatan dan
Amerika Serikdt’. Sehubungan dengan prinsip pengembalian aseamiyensi
Anti Korupsi mengatur mengenai kewajiban Negarsane@gPeserta, termasuk
Indonesia untuk memungkinkan tiga hal, yaitu :

(1) Negara Peserta lain mengajukan gugatan perdatardjadilan Indonesia
(Article 53 (1) UNCAC);

(2) Orang-orang yang telah melakukan tindak pidanapgsruntuk membayar
kompensasi atau ganti rugi pada negara Pesertgdagtelah dirugikan atas
tidak pidana korupsi itu dan dananya dilarikan aldakukan pencucian di
Indonesia (Article 53 (2) UNCAC) ;

(3) Mengembalikan kekayaan yang telah disita oleh badawg berkompeten di
Indonesia kepada Negara Peserta lain (yang merayajudrmintaan) (Article
57 (2) UNCAC).

4 U4 —Anti-corruption Resource Centrittp://www.u4.no/themes/uncac/asset-

recovery.ctm24 September 2009.
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Prinsip-prinsip Konvensi Anti Korupsi ini dalam Ke#ks harmonisasi hukum
belum diintroduksi ke dalam UU PTPK, meskipun tetabnjadi sumber hukum
formil di Indonesia. Pentingnya pengaturan dalabh RITPK tidak saja prinsip-
prinsip tersebut dinormakan, namun juga menyangg&kihis yudisialnya atau
administrasi peradilannya, baik menyangkut prosethaupun badan yang
memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan-tingilak tersebut dalam
hubungan dengan Negara Peserta lain. Prinsip d&lanvensi Anti Korupsi
tersebut sebenarnya telah menghilangkan halandangaza ikhwal kompetensi
relatif pengadilan yang dapat muncul dalam perkerkara perdata pada
umumnya. Prinsip tersebut telah menghilangkan Hzgss negara bangsa
(nation statg sehingga persoalan kompetensi relatif pengadtidak lagi
menjadi halangan. Konvensi Anti Korupsi memungkmheal tersebut berdasar
pada prinsip kerjasama internasionahtgrnational cooperatio); terutama
menyangkut prinsip kerja sama khusspecial cooperationseperti diatur dalam
Article 56 UNCAC. Hukum acara perdata Indonesia gagmr kompetensi relatif
ini dalam ketentuan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBgphagai asas ditentukan
bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggaidomisili) yang berwenang
memeriksa gugatan atau tuntutan ha&t@r sequitur forum rej padahal dalam
kasus korupsi, orang yang melarikan dana milik ree¢gin tersebut belum tentu
bertempat tinggal di Indonesia. Demikian pula késudalam hukum acara akan
muncul berkaitan dengan dana yang telalmdirey launderingdi negara lain.
Untuk tergugat yang melarikan diri atau tidak bepet tinggal di Indonesia,
gugatan dapat dilakukan di tempat tingal penggugatiun masalah dana yang
dilarikan ke luar negeri atau dioney launderingidak dapat diselesaikan tanpa
kerja sama internasional. Kondisi tersebut mengdigentingnya memperbanyak
perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yarengiad dijadikan tujuan untuk
pelarian uang hasil korupsi, dan perjanjian kerjasanternasional lainnya yang

dapat mendukung ke arah terwujudnya upaya terseimgkipun secara normatif
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masalah pengembalian asset telah diatur dalam UUJ Nahun 2006 tentang
pengesahan UNCAC 20873

2. Gugatan Perdata Sebagai Alternatif PengembaliahMegara

Berdasarkan Konvensi Anti Korupsi, prinsip pengah#n aset gdsset
recovery disertai dengan prinsip mengenai upaya hukum tgngperdata. Di
samping instrumen gugatan perdata, Konvensi Antufsi juga memungkinkan
cara lain, yaitu “permintaan” perampasan. Sebemapgrampasan menjadi inti
pengembalian aset, sedangkan gugatan perdata miemjaplemen atau alternatif
ketika aset yang dikorupsi belum berhasil dilakuk@nampasancnfiscatior).
Kondisi ini utamanya terjadi ketika hasil korupscuti (money launderingdi
negara lain. Pengembalian aset melalui gugatan afgerddimungkinkan
berdasarkan Pasal 53 (Article 53) Konvensi Anti ifmi. Pengembalian aset
melalui gugatan perdata tersebut secara teknik tdadur dalam Konvensi Anti
Korupsi. Konvensi Anti Korupsi hanya mewajibkan Idem Peserta untuk
memfasilitasinya sesuai dengan hukum nasional masesing Negara Peserta.
Negara-negara yang mengacotmmon law systeigugatan perdata sebagaimana
diatur Konvensi Anti Korupsi tersebut dikenal demgastrumen tivil forfeiture’
yang dibedakan dengancriminal forfeiture *°. Civil forfeiture merupakan
gugatan untuk pengembalian aset, sedangk@minal forfeiture merupakan
tuntutan pidana terhadap orang.

Konvensi Anti Korupsi memberi kebebasan NegaraeRas untuk
mengatur sesuai dengan hukum masing-masing Neg@matR, namun apabila

dibandingkan secara prosedural antara yang diatlandhukum nasional (tata

48 Arief Amrullah.Stolen Asset Recovery (StAR) Iaiif Dalam Perspektif Politik Hukum
Pidana, Seminar Pengkajian Hukum Nasion&#engembalian Aset (Asset Recovery) Melalui
Instrumen Stolen Asset Recovery (StAR) Initiatave PerUndang-Undangan Indonesitakarta,
2007, hal. 19.

49 Ario Wandatama dan Detania Sukarja, “ImplementastrumencCivil Forfeiture di
Indonesia untuk Mendukungtolen Asset Recovef8TAR) Initiative”, Makalah dalam Seminar
Pengkajian Hukum Nasional, 2007, hal. 22-23.
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hukum Indonesia) dagivil forfeiture, cara-cara yang dilakukan di Indonesia atau
menurut hukum nasional sangat konvensional, sehitiggk efisien, bahkan sulit
mencapai hasil yang diharapkadivil forfeiture tidak mengharuskan penggugat
untuk membuktikan unsur-unsur dan kesalahan ogamg melakukan tindak
pidana personal culpability. Penggugat cukup membuktikan adamyabable
causeatau adanya dugaan bahwa aset yang digugat meaigwiungan dengan
suatu tindak pidana. Penggugat cukup membuktikamgate standar
preponderance of eviden¢pembuktian formil) bahwa suatu tindak pidanaltela
terjadi dan suatu aset telah dihasilkan, diguna&i@u terlibat dengan tindak
pidana tersebut. Pemilik aset tersebut kemudiamshanembuktikan dengan
standar yang sama bahwa aset yang digugat tidalpadean hasil, digunakan
atau berkaitan dengan tindak pidana yang ditcfhtut

Adanya ratifikasi Konvensi Anti Korupsi memberitiarterbukanya
kemungkinan Indonesia untuk melakukan gugatan digaéilan-pengadilan
asing, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yatakibeli negara yang
bersangkutan, khususnya Negara Peserta apabitpétrdukup bukti uang hasil
korupsi 6tolen assejsdilakukan pencucian uangnfney-laundering dengan

segala bentuknya atau “disimpan” di luar negeri.

3. Litigasi Multiyurisdiksi (multi-jurisdictional litigation)

Prinsip ‘assets recovetymelalui gugatan perdata sebagaimana diatur oleh
UNCAC tersebut di atas tidak dapat dilepaskan gansip “multi-jurisdictional
litigation” atau litigasi multiyurisdiksi” atau litigasi lias yurisdiksi. Gugatan
perdata dapat dilakukan oleh suatu negara yangaatiekgrban yictim countrie}
dari tindak pidana korupsi yang diajukan melalugama lain (yang menjadi
peserta UNCAC) tempat dilarikannya kekayaan neditakukannya pencucian
uang). Hal ini tersurat dalam Article 53 of the UNC seperti telah dikutip di

atas. Prinsip tersebut dengan demikian memberilarsdkuensi pada Negara

%0 Ibid., hal. 24.
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Peserta untuk memfasilitasi atau mengatur dalanmurhukasionalnya sehingga
memungkinkan atau mengizinkan Negara Peserta lailakmkan litigasi untuk
“non-criminal avenue for recovéty Setidak-tidaknya Indonesia mengambil
tindakan-tindakan yang diperlukan untuk itu. Pentah melalui Jaksa Pengacara
Negara dalam kasus Indonesia pernah mengajukakaadgngkah hukum terkait
dengan kasus Tommy Suharto. Sebaliknya, NegaratRézsie tampaknya belum

pernah memiliki gugatan perdata pengembalian adetidnesia.

4. Pembekuan Hreezing atau Penyitaan Sgizur¢ dan Perampasan
(Confiscation dari Hasil Korupsi atau Kekayaan yang Dicucindering di
Negara lain

Pembekuan atau penyitaan ini berbeda dengan pasampPerampasan
seperti diatur dalam Article 54 - 55 of the UNCA@&ngertiannya seperti diatur
dalam Article 2 (g) UNCAC adalah “pencabutan kekayaintuk selamanya”.

Berbeda dengan pembekuaine€zing atau penyitaansgizur¢ seperti diatur

dalam Article 2 (f) UNCAC, berarti larangan transfeerubahan, pengalihan atau

pemindahan kekayaan, yang bersifat sementara.

Article 2 (f) UNCAC :

For the purpose of this Convention : “Freezing” tseizure” shall mean

temporarity prohibiting the transfer, conversionsgbsition or movement
of 7property or temporarity assuming custody or tooinof property on

the basis of an order issued by a court or othempetent authority

(“Pembekuan” atau “penyitaan” berarti melarang krdementara waktu
dilakukannya transfer, perubahan, pengalihan atmimlahan kekayaan,
atau untuk sementara waktu menaggung beban dagutaggawab untuk
mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaadashekan

penetapan pengadilan atau otoritas lain yang bemgeh
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Pembekuan atau penyitaan aset ini merupakan tindggag memungkinkan
dilakukannya perampasacoffiscation. Hal ini tampak dari ketentuan Article 31
UNCAC. Perampasan itu sendiri sebenarnya merup&kasep dalam hukum
pidana. Apabila dibandingkan dengan hukum pidamsional, khususnya UU
PTPK, konsep perampasan telah diatur, dan merupjkés pidana tambahan
seperti diatur dalam Pasal 18 (1) huruf a UU PTIPKikum acara perdata
Indonesia tidak mengenal konsep “parampasan”.

Konvensi Anti Korupsi yang tidak memberi batasamdep perampasan
hanya pada perkara pidana menunjukkan konsep térgetpa berlaku untuk
kepentingan gugatan perdatanya. Hakikatnya, persampg@onfiscation dalam
hukum perdata merupakan dikabulkannya gugatan pavajen aset itu sendiri.
Dikabulkannya gugatan pengembalian aset, makatasstbut dinyatakan sah
untuk dirampas oleh negara yang dirugikan tersebut.

Berkaitan dengan gugatan perdata, pembekuan atagtgan yang telah
dimungkinkan untuk dilakukan dalam perkara pidamadgpat menjadi informasi
sangat penting. Informasi tersebut menyangkut kasdaytergugat yang dapat
dipergunakan untuk mengganti kerugian keuangan ptakonomian negara
akibat tindak pidana korupsi. Terlebih, penggugatgalah Jaksa Pengacara
Negara, yang secara institusional berhubungan defmsa penuntut umum
dalam perkara pidana korupsi.

Konsep hukum perdata nasional, tidak mengenal pkuo#m atau
penyitaan, namun dikenal konsep sita jaminan. Hukigana khususnya dalam
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) nesra konsep
“penyitaan”, seperti diatur dalam Pasal 1 angkaKlB1AP. Penyitaan adalah
serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil @én atau menyimpan di
bawah penguasaannya benda bergerak atau tidakrddergperwujud atau tidak
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam peksiadi penuntutan dan

peradilan. Hukum acara perdata di Indonesia didalam HIR Het Herziene
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Indonesisch Regleméntlan Rbg Rechtsreglement Buitengewe3tén dikenal
dengan konsep sita jaminacofiservatoir beslag MenurutMuhammad Nasir,
sita jaminan dilakukan terhadap benda milik penggugang dikuasai oleh
tergugat atau orang lain/pihak ketiga. Sita jamidemaksudkan untuk menjamin
suatu hak kebendaan dari penggugat (pemohon) dakhiredengan penyerahan
(levering benda yang disita ittt Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa
sita jaminan dimaksudkan untuk kepentingan penggagar terjamin haknya
sekiranya gugatannya dikabulkan. Penyitaareét, beslayymerupakan tindakan
persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannyaspotperdata. Barang-barang
yang disita untuk kepentingan penggugat dibekukarberarti barang-barang itu
disimpan ¢lisconservegruntuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau aliju
(Pasal 197 ayat 9 dan 199 HIR, Pasal 212 dan 21’RIPernyataan Sudikno
Mertokusumo tersebut jelas menyebutkan bahwa sitainpgn sama dengan
pembekuan — dalam Konvensi Anti Korupsi dikonsefsigan freezing yang
dapat bermakna sebagai penyitaan dalam hukum pidengpun sita jaminan
yang dikenal dalam hukum acara perdata (HIR).

Penyitaan dalam perkara pidana dan gugatan peudai& pengembalian
aset dalam kasus korupsi secara tehnis terdapbedsan. Penyitaan dalam
perkara pidana dapat dilakukan sejak penyidikamuptitan, serta dalam
pemeriksaan sidang pengadilan, yang kemudian dakant oleh jaksa penuntut
umum untuk dilakukan perampasan. Adapun dalam hghtgn perdata atas
kerugian keuangan negara terkait dengan kasus $ippgnyitaan - sita jaminan -
justru baru dimohonkan melalui sidang pengadilarebeBum pengadilan

mengabulkan permohonan sita jaminan, terbuka kekmag tergugat

51 HIR berlaku untuk daerah Jawa dan Madusedangkan Rbg berlaku untuk luar Jawa

dan Madura.
52 Muhammad NasitHukum Acara PerdateDjambatan, Jakarta, 2005, hal. 90.

>3 Sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata IndonesieEdisi Kelima, Liberty,

Yogyakarta, 199%al. 68.

Universitas Indonesia

Penggunaan instrumen..., Ronny Roy Hutasoit, FH Ul, 2010



67

mengalihkan kepemilikan. Terkait dengan kasus kairygerlu dimungkinkan
penyitaan tanpa permohonan ke pengadilan. Konsskuen diperlukan
perubahan Undang-Undang yang memungkinkan Jaksagafama Negara
melakukan penyitaan. Perubahan itu diperlukanneardIR atau Rbg tidak
mengatur. Perubahan tersebut dapat dipertimbanpkatiasarkan harmonisasi
dengan Konvensi Anti Korupsi yang menganut prinsij&k sama internasional
(international cooperatioy) di samping asumsi bahwa barang yang dilakukan
penyitaan diduga sebagai hak negara dikaitkan aesif@at extra ordinary crime
dari kasus korupsi. Perubahan tersebut tentu memayig dari prinsip-prinsip
dalam hukum acara perdata dan merupakan ikhwal sadigal. Perubahan yang
radikal maksudnya mengintroduksi prinsip-prinsipgaidak lazim dalam hukum
acara perdata, setidak-tidaknya dipandang sebagsenklerungan baru
internasional. Mengingat kepentingan dan kebutubraktis penanganan kasus
korupsi dan lamanya pembentukan Undang-Undang pkamb hukum acara
perdata (HIR), maka sebagai jalan keluar yang fa¢rgpragmatis, yaitu
Mahkamah Agung dapat membuat “Peraturan Mahkamam&g(Perma) yang
menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mehgadan memutus gugatan
menyangkut penyitaan harta kekayaan yang didugagsethasil tindak pidana
korupsi.

Terlepas dari nilai normatif ketentuan KonvensitiAorupsi (UNCAC)
tersebut, konsep yang dikandungnya merupakan keo@mghn internasional.
Kecenderungan baru internasional itu sendiri bagdohesia sebenarnya
merupakan wujud tekanan eksternal, dalam bentubatifasi hukum, yang
memaksa negara melakukan upaya penyelarasan huésional pada standar
internasionar’.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukan Blglwaning M.

Yanuar bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana kosgisagai masalah

> Tristam P. Moeliono, “Kebijakan Unifikasi Hukuman Pluralisme Hukum”, dalam

Jentera, Jurnal HukupEdisi 3, Tahun Il, November 2004, hal. 34.
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hukum yang relatif baru dan sebagai perkembangatutan masyarakat, baik
nasional maupun internasional berdasarkan prinsgadikan, menuntut
dilakukannya perubahan hukum maupun legislasi.tetslebut dilakukan dalam
tata hukum nasional dengan memerhatikan perkembangaim hukum
internasional dalam pengembalian &seTanpa perubahan HIR dan Rbg tentu
akan menimbulkan persoalan-persoalan atau keswdgsmlitan dalam praktik.
Hal tersebut disebabkan akan memunculkan perbguta@sip antara yang diikuti
oleh Konvensi Anti Korupsi dan HIR atau Rbg, sebagesal dalam civil
forfeiture dianut beban pembalikan beban pembuktian, sedangg&iam hukum
acara perdata Indonesia diatur bahwa penggugat yemgs membuktikan
gugatannya. Prinsip-prinsip tersebut tidak dapagitbesaja diterapkan atau
diimplementasikan. Masih membutuhkan pengaturang yi@bih konkrit atau
teknis. Tanpa pengaturan yang konkrit dapat memaeddai kepastian hukum.
Hal ini terkait dengan yang diungkapkan oléh Fernando M. Manullang
bahwa nilai kepastian hukum itu memiliki relasi gaarat dengan instrumen
hukum yang positif dan peranan negara dalam meongidsikannya dalam
hukum positit®. Lebih dari itu, peranan negara juga menyentuhpsarikhwal

tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkannya.

BAB 3

%5 Purwaning M. Yanuafp.Cit, hal. 31.

% E. Fernando M. Manullangflenggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat

dan Antinomi Nilaj Kompas, Jakarta, 2007, hal. 95.

Universitas Indonesia

Penggunaan instrumen..., Ronny Roy Hutasoit, FH Ul, 2010



69

TINJAUAN MENGENAI INSTRUMEN HUKUM PERDATA
PEMBAYARAN TIDAK TERUTANG ( ONVERSCHULDDIGDE
BETALING)

A. KONSEP PERIKATAN DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA
1. Pengertian Perikatan

Pengertian perikatan tidak dapat ditemukan dalakuBIl KUH Perdata,
walaupun telah jelas tertera bahwa Buku Ill BW neng tentang perikatan.
Namun dalam Pasal-Pasal pada Buku Il BW tidak tddppamukan satu Pasalpun
yang memberikan arti mengenai perikatan itu senditeskipun pengertian
perikatan tidak dapat ditemukan dalam Buku [l KBdrdata, tetapi pengertian
perikatan diberikan oleh ilmu pengetahuan Hukumd&er Mariam Darus
Badrulzaman®’ menjelaskan pengertian perikatan adalah hubungkuni yang
terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yambetik di dalam lapangan harta
kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atasapregdn pihak lainnya wajib
memenuhi prestasi itu, sehingga pada dasarnya pgrdd (empat) unsur
perikatan, yakni :
Pertama,Hubungan hukum : hubungan hukum ialah hubungan teshgdapnya
hukum melekatkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan kakan “kewajiban” pada
pihak lainnya Apabila 1 (satu) pihak tidak mengimden ataupun melanggar
hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubutg@ebut dipenuhi
atapun dipulihkan kembaliMariam Darus Badrulzaman®® juga menjelaskan
bahwa tidak semua hubungan hukum dapat disebugaeparikatan. Hubungan
hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungmmg terjadi dalam
pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatwtarkasusilaan. Pengingkaran

> Mariam Darus Badrulzaman (alkompilasi Hukum Perikatancet.1,PT.Citra Aditya

Bakti, 2001, hal.1.

> Ibid, hal. 2.
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terhadap hubungan-hubungan tersebut tidak menimbwkibat hukum. Sebagai
contoh :

A berjanji mengajak B nonton bioskop, namun A tidalkenepati janjinya. A
berjanji untuk kuliah bersama, tetapi A tidak meatefanjinya. Suatu janji untuk
bersama-sama pergi ke bioskop atau pergi kulialsabea tidak melahirkan
perikatan, sebab janji tersebut tidak mempunyaihatum. Janji-janji demikian
termasuk dalam lapangan moral, dimana tidak dipeyah prestasi akan
menimbulkan reaksi dari orang lain. Jadi hubungamgy berada di luar
lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.

Mariam Darus Badrulzaman® menegaskan bahwa untuk menilai suatu
hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukumpmeyai ukuran-ukuran
(kriteria) tertentu. Selaras dengan pendapat Fred B. G. Tumbuar®®
menjelaskan perlu dibedakannya antara perikat@nbiphteni$ dari kewajiban
hukum. Perikatan dan kewajiban hukum tidak sama,tdiak identik. Perikatan
selalu terbatas pada hukum kekayaan saja. Kalaajikam hukum itu jauh lebih
luas, misalnya kita semua diwajibkan untuk tidakanggar hak orang lain. Hal
itu kewajiban hukum tapi bukan perikatan, bisa memilkan perikatan kalau
dilanggar. Contohnya : karena kecerobohan kita im@kamobil orang lain
sehingga dia terluka dan mobilnya rusak, maka tedghdi pelanggaran terhadap
kewajiban hukum, tetapi akibatnya dengan menabmilnorang, orang tersebut
menjadi luka dan mobilnya menjadi rusak, maka ti@buperikatan karena
hukum atau Undang-Undang yaitu perbuatan melawanrhuPasal 1365 KUH

Perdata.

%9 Mariam Darus Badrulzaman (biKUH Perdata Buku Il Hukum Perikatan Dengan

PenjelasanEdisi ke-2, PT.Alumni, 2005, hal. 2.
60 Fred BG. Tumbunan, Mencermati Makna Debitor, itmeddan Utang Berkaitan dengan

Kepailitan (Makalah dalam Prosiding Rangkaian Lakgk Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan
dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya), Mahkamah Agung bBkerjasama dengan Pusat
Pengkajian Hukum, 2004, hal. 6.
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Kedug Kekayaan : yang dimaksudkan dengan kriteria péaik itu adalah
ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap suatu ngaiou hukum sehingga
hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perik@amlalam perkembangan
sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria ituktitdap. Dahulu yang menjadi
kriteria ialah hubungan hukum tersebut dapat dirdiengan uang atau tidak.
Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengangyanaka hubungan hukum
tersebut merupakan suatu perikatan. Kriteria ittmaden lama sukar untuk
dipertahankan, karena didalam masyarakat terdagat fubungan hukum yang
tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau teapaga tidak diberikan akibat
hukum, rasa keadilan tidak akan dipenuhi. Dan @mtdntangan dengan salah satu
tujuan dari pada hukum yaitu mencapai keadilanh®&ena itu sekarang kriteria
di atas tidak lagi dapat dipertahankan sebagaerait maka ditentukan bahwa
sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapatalidengan uang, tetapi kalau
masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar lsultingan itu diberi akibat
hukum, maka hukumpun akan melekatkan akibat hukaaia phubungan tadi
sebagai suatu perikatan.

Ketiga Pihak-pihak : apabila hubungan hukum tadi dijaj@bih jauh maka
hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 (duahg@au lebih. Pihak yang
berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah tre@dtau yang berpiutang dan
pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yangfpadalah debitur atau yang
berutang. Mereka ini yang disebut subjek perikabariam Darus menjelaskan
bahwa seorang debitur harus selamanya diketahein, kdrena seseorang tentu
tiak dapat menagih dari seorang yang tidak dikdrah halnya dengan kreditur
boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui.

Keempat Prestasi (Objek Hukum) : berdasarkan Pasal 128#H KPerdatd
prestasi itu dibedakan atas :(i) Memberikan sesyayBerbuat sesuatu; dan(iii)

Tidak berbuat sesuatu.

61 Pasal 1234 KUHPerdata berbunyi “ Tiap-tiap paakaadalah untuk memberikan

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tiddkiadesesuatu” (Prof. R.Subekti,SH dan
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Perikatan untuk memberikan sesuatu, contoh : pgenkantuk memberi uang dan
benda yang dibeli (Jual Beli), Perikatan untuk rkekan sesuatu misal
membangun rumah, sedangkan Perikatan untuk tidédkoiean sesuatu misalnya
A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apotak untuk tidak

menjalankan usahanya apotek dalam daerah yang sama.

2. Schuld, Haftung dan Konsep Mengenai Utang Di dam Perikatan Pada

Umumnya.

Di dalam suatu perikatan setiap debitur mempunyawvdiban untuk
menyerahkan prestasi kepada kreditur. Dalam Ilstiking kewajiban itu disebut
schuld Disamping shuld debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu
haftung Maksudnya ialah bahwa debitur itu berkewajibatukinmembiarkan
harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyakgidebitur, guna pelunasan
utang, apabila debitur tidak memenuhi kewajibanmgmbayar utang tersebut
(asas pokok darhaftung ini terdapat dalam Pasal 1131 KUH Pertfta
Kebalikan dengan kondisi di atas, doktrin menyeantkahwa setiap kreditur
mempunyai  piutang terhadap debitur. Untuk itu koed mempunyai hak
menagih piutang tersebut. Di dalam ilmu pengetaliukum perdata, di samping
hak menagih orderingsrecht apa bila debitur tidak memenuhi kewajiban
membayar utangnya, maka kreditur mempunyai hak giernekayaan debitur,
sebesar piutangnya pada debitur itterflaalsrecht Oleh karena itu konsep
mengenai hak dan kewajiban dalam perikatan tersebendasari pada
terbentuknya pengertian mengenai utang. Khusus emangutang, hukum
nasional kita, khususnya hukum perdata, tidak mmagistilah “utang”. Secara

definitif, tidak ada salah satu Pasalpun didalarralKiundang-Undang Hukum

R.Tjitrosudibio,Kitab Undang-Undang Hukum Perdai@et.38, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007,
hal. 323.

62 Pasal 1131 KUHPerdata :"Segala kebendaan sidmegubaik yang bergerak maupun
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang dkan ada di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseoranganf’ Sebekti,Ibid, hal. 291.
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Perdata, yang merumuskan mengenai pengertian danig,usehingga untuk
mendefinisikannya, istilah utang dikembangkan datioktrin. Menurut doktrin
kata utang diambil dari kata Gotischktilari atau sollen®® yang pada mulanya
berarti harus dikerjakan menurut hukum. Istilabafg” lahir bersamaan dengan
istilah “piutang” sebagai lawannya, utang adalaldj@ban yang harus dilakukan
terhadap pihak lain. Kewajiban ini lahir dari pexn yang dilakukan antara para
subjek hukum. Sebagaimana telah dijelaskan, parkaecara umum diartikan
sebagai hubungan hukum kekayaan/harta benda déhi@waa) orang atau lebih,
berdasarkan mana orang yang satu terhadap yangydaiberhak atas suatu
penunaian prestasi dan orang lain ini terhadap goriéun berkewajiban atas
penunaian prestasi ifd. Sehingga pada dasarnya perikatan merupakan suatu
hubungan hukum yang terjadi antara pada pihak éghiperikatan terhadap suatu
objek tertentu yang disebut sebagai prestasi, yaglghirkan hak dan kewajiban
dari masing-masing pihak dalam perikatan. Sehirdg@at disimpulkan bahwa
utang atau kewajiban yang timbul dari perikatanladgrestasi yang harus
dilaksanakan oleh para pihak dalam perikatan tatssfaitu si berpiutang atau
kreditur gchuldeiser sebagai pihak yang berhak atas prestasi damdisng atau
debitur 6chuldenaaysebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi.

Di dalam perkembangannya pengertian mengenai utamglai
berkembang, menjadi 2 (dua) yaitu pengertian utdatam arti sempit dan
pengertian utang dalam arti luas, Contoh pengeui@mg dalam arti sempit,
adalah pengertian utang sebagaimana yang diungkapleh Lee A Wend”,
utang merupakan kewajiban yang terbit dari adanyauhgan hukum pinjam-

meminjam atau perikatan utang-piutang, dimana pibabitur berkewajiban

63 C. Asser's,Pengajian Hukum Perdata Belanda Jilid 1ll- HukumriRatan, Bagian

Pertama-PerikatanJakarta, Dian Rakyat, 1991, hal. 23.

64 Ibid, hal.5 .

65 Lee A Weng sebagai dikutip oleh Dadang Sukandarlanda Http

:/ldazfla.wordpress.com/2009/05/16/hukum-kepailitdiakses tanggal 17 September 2009.
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melakukan pembayaran utangnya kepada Kreditur y@srgpa utang pokok
ditambah bunga. Pendapat ini sejalan dengan putisttkamah Agung RI

tanggal 2 Desember 1998 No. O3/KN/1998 dalam perkeepailitan PT.

Modernland Reality v.s Drs. Husein Saini dan JoBabekif®. Pendapat Lee A

Weng, demikian juga Putusan Mahkamah Agung Repulbidonesia Nomor

03/KN/1998, dengan demikian telah menempatkan kbwmajsebagai utang.
Putusan itu juga telah memberikan pengertian utwara sempit yang hanya
semata-mata lahir dari suatu perjanjian pinjam-nmgm uang.

Terhadap pendapat tersebut, yang mendasarkan utanga pada
pinjaman uang,Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja tidak sependapat.
Menurut mereka, dalam kasus tersebut Mahkamah AgBRhgtelah salah
menafsirkan utang yang hanya terbatas pada pinjamaag saja. Mahkamah
Agung RI telah menilai sempit pengertian utang. Mehmereka, “utang” adalah
“ perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajibdaam lapangan harta
kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap Debitun déa tidak dipenuhi,
kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari hartabiDe ”.°’ Dalam
pengertian tersebut, pengertian utang yang seglpit tiperluas, sehingga utang
tidak hanya mengenai pinjam-meminjam uang, taph jsggala macam perikatan
dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dengan demi#tepat kita simpulkan
bahwa “kewajiban” adalah “utang”. Kewajiban samagsn utang. Utang adalah

suatu prestasi di dalam lapangan hukum harta kekayang berupa kewajiban

66 Kasus yang diputuskan dalam perkara ini menyangkganjian pengikatan jual beli

rumah susun Golf Modern dengan cicilan antara Brssein Sani dan Djohan Subekti sebagai
pembeli dan PT. Modern Land Realty yang menjadugaiaan pengembang yang membangun
rumah susun tersebut.PT. Modern Land Realty tgkdml melakukan penyerahan unit rumah
susun yang dipesan Drs. Husein Sani dan DjohankButien juga gagal mengembalikan uang
pembayaran yang telah diterima dari pembeli.Sehgdnundengan itu, Drs.Husein Sani dan
Djohan Subekti mengajukan permohonan Pailit kefelagadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap
PT. Modern Land Realty. (Prof Dr. Sutan Remy Sjatidé&SH, Hukum Kepailitan, Memahami
Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Ni@Bun 1998Jakarta, PT. Pustaka Utama
Grafiti, Cet.1, 2002, hal. 91).

o7 Kartini Muljadi & Gunawan WidjajaPedoman Menangani Perkara KepailitaRT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 23.
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Debitur untuk melunasinya kepada Kreditur. Utarmmgdbut dapat berupa utang
untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, mtak melakukan sesuatu,

serta berada di lapangan hukum perikatan.

3. Sumber Perikatan
Para ahli hukum perdata pada umumnya sependapatababmber

perikatan tidak hanya sebagaimana yang diaturPésal 1233 KUH Perdata. Di

luar dari apa yang tercantum dalam Pasal 1233 Kekidd®a, masih masih banyak

lagi sumber dari perikatan yaitu llmu Pengetahuakuth Perdata, Hukum yang
tidak tertulis dan Putusan Hakidfrisprudengi®®

Pasal 1233 KUH Perdamaenerangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir
dari suatu Persetujuan atau dari Undang-Undang .(BBfikatan yang lahir dari

UU terbagi menjadP :

1. Perikatan yang lahir dari UU yang timbul dari hugan kekeluargaan
misalnya : kewajiban seorang anak yang mampu umikberi nafkah pada
orang tuanya yang miskin ;

2. Perikatan yang lahir dari UU karena suatu perbugtamg diperbolehkan.
Dalam KUH Perdata, jenis perbuatan ini yaitu : @@rikatan yang timbul
karena seseorang melakukan suatu “pembayaran atgdiwajibkan/tidak
terutang Onverschulddigde Betaling(Pasal 1359 KUH Perdata); (ii)
zaakwaarneming(Pasal 1354 KUH Perdata), dimana seseorang dengan
sukarela dan dengan tidak diminta mengurus kepgartikepentingan orang
lain, misalnya mengurus rumah tetangga yang sedamgrgian.

3. Perikatan yang lahir dari UU karena Perbuatan Mgan Hukum (tidak
dibolehkan), seperti yang diatur pada Pasal 1363 KRérdata. Pasal ini

mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukemajibkan orang

68 Mariam Darus Badrulzaman (&p. Cit hal. 9

69 Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdatdakarta, Intermasa, Hal.132-134.
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yang melakukannya untuk membayar kerugian, jikbatkindakan PMH-nya
itu menimbulkan kerugian.

Berdasarkan bunyi Pasal 1233 KUHPerdata tersebpdtddisimpulkan
bahwa perikatan dapat lahir tidak hanya dari kebkndari para pihak yang
menghendakinya (persetujuan) tetapi juga dapat latiak dikehendaki oleh para
pihak dikarenakan terdapat Undang-Undang atau ketenyang menghendaki
perikatan tersebut lahir, sehingga perikatan yagr Ikarena Undang-Undang
terlepas dari kemauan dari para pihak. Hal ini @eslengan pendapat dari
Mariam Darus Badrulzaman,’® bahwa yang dimaksud dengan perikatan yang
lahir/bersumber dari Undang-Undang adalah perikg@mg dengan terjadinya
peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkanatu hubungan hukum
(perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutatepas dari kemauan pihak-
pihak tersebut (suatu perbuatan menjadi perikatdalah karena kehendak
Undang-Undang), dimana asas kebebasan mengadalanjipe tidak berlaku.
Contohnya : Kematian dengan meninggalnya seseoraa@a perikatan yang
pernah mengikat orang tersebut beralin kepada \aatisnya, dan Kelahiran
dengan kelahiran anak maka timbul perikatan ardgedn dan anak, dimana si
ayah wajib memelihara anak tersebut. Sedangkan ydintaksud dengan
perikatan yang bersumber dari Undang-Undang selsglaat perbuatan orang
maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya seraagkiangkah laku oleh
seseorang, maka Undang-Undang melekatkan akibainhuberupa perikatan
terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorasgher tadi mungkin merupakan
perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan Undangabgdatau mungkin pula
perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undémglawan hukum).
Tulisan ini akan membahas lebih lanjut khususnyageerikatan yang bersumber
dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang gibolehkan Undang-

Undang (halalonverschulddigde Betaling.

70 Mariam Darus Badrulzaman (&p. Cit hal. 97.
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Secara rinci mengenai sumber-sumber perikatan menldH Perdata dapat

dilihat dalam bagan sebagai berikut :

PERIKATAN
Pasal 1233 BW

PERSETUJUAN/PERJANJIAN UNDANG-UNDANG
Pasal 1313 BW Pasal 1352

UU SAJA
Pasal 104 dan Pasal 625 BW

)
UU + PERBUATAN MANUSIA ]
Pasal 1353 BW J

PERBUATAN MENURUT HUKUM
Pasal 1354 dan Pasal 1359 BW

PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM
Pasal 1365 BW

B.PEMBAYARAN  TIDAK = TERUTANG = (ONVERSCHULDDIGDE
BETALING

1. Instrumen Hukum Perdata Pembayaran Tidak Terutarg
(Onverschulddigde Betaling, Pasal 1359 BW) Sebagai Perikatan Yang Lahir
Dari Undang-Undang Akibat Perbuatan Orang Yang Dibdehkan Undang-
Undang.

Di dalam KUH Perdata Bab ke-lll tentang perikapmmikatan yang
dilahirkan demi Undang-Undangonverschulddigde Betalingatau yang oleh
Mariam Darus Badrulzaman dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai
Pembayaran Utang Yang Tidak Diwajibkamlan olehGunawan Widjaja dan
Kartini Muljadi  diartikan sebagai Pembayaran Tidak Terutang atau
Onverschulddigde Betaling Conditio IndeHititidak menyebutkan secara spesifik

bahwa Onverschulddigde Betalingnasuk kedalam perikatan-perikatan yang

& Mariam Darus Badrulzaman (#jd, hal. 104.

& Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri HukuPerikatan : Perikatan Yang Lahir

dari Undang-Undang, Jakarta, PT. RajaGrafindo Ele;s2005, hal. 8.
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dilahirkan demi Undang-Undang akibat perbuatan @ramang dibolehkan
Undang-Undang (halal) mengingat berdasarkan Pa38B IKUH Perdat?,
Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-4hgl sebagai akibat
perbuatan orang terdiri dari perbuatan halal ataupgerbuatan melanggar hukum,
walaupun memang mengen@nverschulddigde Betalingpi diatur dalam KUH
Perdata Bab ke-lll tentang perikatan-perikatan ydighirkan demi Undang-
Undang

Walaupun terdapat perbedaan didalam menerjemahkstiiah
Onvershulddigde Betaling namun para ahli hukum menyepakati bahwa
Onvershulddigde Betalingang pengaturannya diatur didalam Pasal 1359 s/d
Pasal 1364 KUHPerdata masuk ke dalam kelompokatenkyang dilahirkan dari
Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang ydnodebkan oleh Undang-
Undang (halal).

Menurut doktrid*, pada dasarnya Undang-Undang telah membedakan
Onvershulddigde Betalingge dalam berbagai kondisi, yakni :

1. Terdapat kondisi tidak ada perikatan, namun karesaatu
sebab/asumsi/anggapan seseorang atau pihak temesnoperkirakan
bahwa seseorang atau pihak tertentu tersebut rkemitang, atau
kewajiban atau prestasi atau perikatan yang hapesdhi olehnya kepada
orang atau pihak lain, oleh karena itu seseoraag pihak tertentu yang
disebut pertama melakukan suatu pembayaran terh@dag atau pihak
lain tersebut, padahal sesungguhnya utang, ataajikew atau prestasi
atau perikatan tersebut pada dasarnya tidak pemalsejak awal ataupun

karena suatu sebab tertentu telah hapus, sehieggagguhnya utang atau

& Pasal 1353 KUHPerdata : Perikatan-perikatan yditghirkan dari Undang-Undang
sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari peabudtalal atau dari perbuatan melanggar
hukum,(Prof. R.Subekti,SH dan R.Tjitrosudib@y. Cit hal.344.

“ Mariam Darus Badrulzaman (£)p Cit , hal. 140.
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kewajiban atau prestasi atau perikatan tersebwhstidak ada lagi (Pasal
1359 KUHPerdat?).

2. Terdapat kondisi ada perikatan, tetapi berkemuragkiorang yang tidak
tepat karena khilafnya melakukan pembayaran kepsaalag yang tepat.
(Pasal 1361 KUHPerddf)

Bahwa pencantuman “secara khilaf” dimasukan katgndang-Undang
bermaksud membedakan pembayaran tidak terutanglani perikatan
alamiah (atuurlijke verbintenip yaitu suatu perikatan yang prestasinya
ada pada pihak debitor tetapi tidak dapat ditupiiaksanaannya oleh
kreditor.

3. Terdapat kondisi ada perikatan, tetapi berkemuragkiorang yang tidak
tepat menyangka dirinya berutang ataupun orang yepat melakukan
pembayaran kepada orang yang tidak tepat. Terh&dadisi dimana
orang yang tepat melakukan pembayaran kepada omamg tidak tepat
Undang-Undang membedakannya antara orang yang imener
pembayaran karena kekhilafannya (Pasal 1360 KUH®#(] atau
dengan itikad baik (Pasal 1363 KUHPerd3taan orang yang menerima
pembayaran dengan itikad jahat (Pasal 1362 KUHR#ERIa

& Pasal 1359 KUHPerdata : Tiap-tiap pembayaran yaegiperkirakan adanya suatu
utang; apa yang telah dibayarkan dengan tidak dhke, dapat dituntut kembali. Terhadap
perikatan-perikatan bebas, yang secara sukaretaulip, tak dapat dilakukan penuntutan kembali
(Ibid, hal.345).

7 Pasal 1361 KUHPerdata : Jika seorang yang sétdef mengira bahwa ia berutang,
membayar suatu utang, maka la adalah berhak merkerhbali dari siberpiutang apa yang telah
dibayarkannya. Meskipun demikian, hak ini ilangajikiberpiutang sebagai akibat pembayaran
tersebut telah memusnahkan surat pengakuan bemyt@ndengan tidak mengurangi hak orang
yang telah membayar itu untuk menuntut kembali @aging yang sungguh-sungguh berutang
(Ibid)

" Pasal 1360 KUHPerdata : Barangsiapa secara kiti¢af dengan mengetahuinya, telah
menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan paddiwajibkan mengembalikan barang yang
tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapelah menerimanyakid).

8 Pasal 1363 KUHPerdata : Siapa yang telah menjaedny sesuatu yang diterimanya
dengan itikad baik sebagai pembayaran yang tak jithikean, cukup memberikan kembali
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Terhadap kondisi-kondisi tersebut di atas Undanddug mengatur terhadap
pembayaran utang tersebut dapat dituntut pengeaniogth dengan pengecualian
sebagaimana di atur didalam Pasal 1359 ayat (2§ ysmerbunyi terhadap
perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarelahtetipenuhi, tak dapat
dilakukan penuntutan kembatlan Pasal 1361 ayat (2) yang berbunyieSkipun
demikian, hak ini hilang jika si berpiutang sebagdibat pembayaran tersebut
telah memusnahkan surat pengakuan berutangnyaagetidpk mengurangi hak
orang yang telah membayar itu untuk menuntut keindzal orang-orang yang
sungguh-sungguh berutgh

Dari rumusan yang diberikan dalam Pasal 1359 Klgrti&ta, dapat kita
ketahui suat@nvershulddigde Betalingiemiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan hukum yang halal berupa ggsmén utang.

2. Perbuatan hukum tersebut dilakukan karena memp&daradanya suatu
hutang / kewajiban /perikatan.

3. Bahwa sebenarnya utang / kewajiban /perikatantiatdedak pernah ada
sejak awal ataupun karena suatu sebab tertentb telpus, sehingga
sesungguhnya utang/ kewajiban/ perikatan tersaiugh tidak ada lagi.

4. Terhadap apa yang telah dibayarkan dapat dituntutggmbaliannya
dengan pengecualian sebagaimana yang telah disebditiatas.

Undang-Undang mengatur, bahwa sebagai akibat danya perbuatan hukum
pembayaran yang tidak terutang oleh seseeorangétaki tertentu kepada orang
atau pihak lain, menimbulkan suatu kewajiban bagng atau pihak, baik dengan

itikad baik maupun itikad buruk menerima pembayaramng tidak terutang, untuk

harganya.Jika dengan itikad baik telah memberikaarignya dengan cuma-cuma kepada orang
lain,maka tak usahlah ia mengembalikan sesuatu(lid. hal.346).

7 Pasal 1362 KUHPerdata : Siapa yang dengan itikedkb telah menerima sesuatu yang

tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan metgdikannya dengan bunga dan hasil-hasil,

terhitung dari hari pembayaran,dan yang demikiartitak mengurangi penggantian biaya, rugi

dan bunga, jika barangnya telah menderita kemeansdika barangnya telah musnah, meskipun
ini terjadi diluar salahnya, maka ia diwajibkan nferyar harganya, dengan disertai penggantian
biaya, rugi dan bunga, terkecuali jika la dapat tmektikan bahwa barang itu akan musnah juga,
seandainya la berada pada orang kepada siapadiuseya diberikanlgid, hal.345).
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mengembalikan pembayaran yang tidak terutang daamibunga dan hasil-
hasilnya jika dilakukan dengan itikad buruk (Pakab2 ayat (2) KUHPerdata),
dan hanya pembayaran yang tidak terutang sajp@karimaan pembayaran tidak
terutang tersebut dilakukan dengan itikad baik #P4363 ayat (2) KUHPerdata).

Doktrin menjelaskan kalau perikatan melahirkan #dan dalam
lapangan harta kekayaan. Undang-Undang mengatuamdaPasal 1233
KUHPerdata, bahwa selain perjanjian, perikatan digbér dari Undang-Undang,
dengan pernyataan ini, pembuat Undang-Undang henaakyatakan bahwa
timbulnya suatu hubungan hukum dalam lapangan hatayaan dapat terjadi
setiap saat, baik terjadi karena dikehendaki oléfakp yang terikat dalam
perikatan tersebut, maupun secara tidak dikeheralekiorang perorangan yang
terikat dalam perikatan dikarenakan terdapat Undamgang yang mengatur
timbulnya suatu hubungan hukum dalam lapangan kakayaan tersebut, yang
mana didalam KUHPerdata di atur bahwa hubungan rhukersebut timbul
karena Undang-Undang semata dan juga karena parbliakum yang dilakukan
oleh manusia, yang mana terhadap perbuatan inagatdoerbuatan yang halal
maupun perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendamithssangat tepat jika
Onvershulddigde Betalindi kelompokan sebagai suatu perikatan yang lahir da
Undang-Undang sebagai akibat perbuatan manusia lyalad (dibolehkan oleh
Undang-Undang).

2. Schuld, Haftung dan Konsep Mengenai Utang DalarRembayaran Tidak
Terutang (Onverschulddigde Betaling).

Pembayaran Tidak Terutang adalah suatu pembaysmg dilakukan
oleh seseorang atau pihak tertentu kepada segetasmnatau pihak tertentu
lainnya, yang didasarkan pada suatu asumsi atagapag bahwa orang atau
pihak yang disebut pertama kali tersebut (yang nagmat), memiliki utang atau

kewajiban atau prestasi atau perikatan yang hapendhi olehnya kepada orang
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atau pihak yang disebutkan belakangan (yang meagoembayaran), meskipun
sesungguhnya utang atau kewajiban atau prestagi gekatan mana pada
dasarnya tidak pernah ada sejak awal, ataupun kaestu sebab tertentu telah
hapus, sehingga sesungguhnya utang atau kewajigarpeestasi atau perikatan
tersebut tidak ada laffi.Dari pengertian tersebut jika kita kaitkan dengansep
adanya kewajiban berupahulddanhaftungpada debitur dan adanya hak berupa
vorderingsrechtdan verhaalsrechtpada kreditur dalam suatu perikatan, didalam
pembayaran tidak terutang pada dasarnya tidak extkeatan atau sudah tidak ada
lagi perikatan antara orang yang melakukan pembay@iebitur) dan orang yang
menerima pembayaran (kreditur), sehingga pihak yaetpkukan pembayaran
(debitur), tidak memiliki kewajiban atau utang kdpapenerima pembayaran
(kreditur), dan kreditur tidak memiliki hak menagitau piutang terhadap debitur,
oleh karena itu Undang-Undang mengatur bahwa teghgeembayaran yang
diterima oleh kreditur tanpa hak tersebut, diwagibkintuk dikembalikan kepada
yang berhak yakni kepada orang dimana kreditur nmeagpembayaran (debitur).
Pasal 1359 KUHPerdata mengatur tentang seseorang nenerima
pembayaran yang sebenarnya bukan haknya, dia waéngembalikan
pembayaran yang sudah diterimanya. Dalam hal inligdtr suatu perikatan
hukum untuk mengembalikan, dimana si penerima pgaraa mempunyai utang
atau kewajiban kepada yang berhak (orang yang miedak pembayaran) atas
uang yang sudah dibayarkan. Dimana atas uang tersibembalikan sesuai
dengan jumlah pada saat diterima dan atau dikekamaberikut bunga dan hasil-
hasilnya (lihat Pasal 1362 dan Pasal 1363 KUHPaydatamun jika terdapat
kondisi dimana si kreditur (pihak yang menerima bpayaran) tidak
mengembalikan uang yang sudah diterimanya tanpanmakurut penulis, debitur
(pihak yang melakukan pembayaran) dapat menunkueditur dengan perbuatan
melawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal KB&Herdata. Perbuatan

kreditur yang tidak mengembalikan pembayaran yataitditerimanya tanpa hak

80 Kartini Muljadi & Gunawan WidjajaQp. Cithal. 48.
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dari debitur merupakan suatu perbuatan yang metasnggkum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebutnéiaperbuatan tersebut
bertentangan dengan Pasal 1360, 1362 dan atau F26&lKUHPerdata dan
sebagai akibat perbuatan tersebut mengakibatkdabsiur mengalami kerugian,

karena tidak memperoleh kembali pembayaran yangisditbkukannya.

3. Penerapan Instrumen Hukum Perdata Pembayaran Yaq Tidak Terutang
(Onverschulddigde Betaling) Dalam Hukum di Indonesia.

3.1. Penerapan Instrumen Hukum Perdata Pembayaaag Yidak Terutang
(Onverschulddigde Betaling)

Pembayaran tidak terutang (Onverschulddigde Bwefpli didalam
penerapannya, KUHPerdata tidak mengatur secaraci bagaimana cara
pembayaran tidak terutang ini dilaksanakan dalaibagaimana caranya debitur
dapat memperoleh kembali uang yang sudah dibayaykakepada kreditur tanpa
adanya kewajiban dari debitur dan hak dari kreditumtuk menerimanya.
KUHPerdata Pasal 1359 dan Pasal 1361 hanya merigdiwa :

Pasal 1359 ‘Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatangt apa
yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, atagituntut kembali

Pasal 1361 “Jika seorang secara khilaf mengira bahwa la bengamembayar

suatu utang, maka ia adalah berhak menuntut kemibali si berpiutang apa

yang telah dibayarkannya”.

Jika kita lihat dari kata-kata yang digaris bawadhiatas, kita mungkin akan
mengasumsikan bahwa pengembalian terhadap uang swadah dibayarkan
kepada kreditur tersebut dilakukan melalui gugati@u tuntutan kepada kreditur
melalui pengadilan, namun jika kita lihat baik-b&iknyi Pasal 1360 dan Pasal
1362 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1360 Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetapajntelah
menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan padangayajibkan
mengembalikan barang yang tak harus dibayarkakegpada orang dari siapa la

telah menerimanya”.
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Pasal 1362 Siapa yang dengan itikad buruk, telah menerimauséis yang tidak
harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikangdenbunga dan hasil-
hasilnya, terhitung dari hari pembayaran, dan yamgmikian itu tidak
mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, [lkeaangnya telah mengalami
kemerosotan”.

Dengan rumusan yang demikian, undang-undang mekabekietegasan bahwa
demi hukumpun pihak yang telah menerima pembayyaiag tidak terutang dari
seseorang diwajibkan untuk mengembalikan pembayaag sudah diterimanya
tersebut dari orang itu. Pasal 1360 sudah sandmd j@engatur bahwa bagi
seseorang yang menyadari atau mengetahui bahwealabh menerima suatu
pembayaran yang seharusnya la tidak menerimanygb weengembalikan
kepada orang yang melakukan pembayaran, pengetalamapihak si penerima
ini tidak semata-mata karena adanya gugatan d@ersbayar, namun bisa juga
karena la menyadari sendiri atau sudah diberitdah si pembayar, bahwa la
telah menerima pembayaran yang seharusnya tidateriiaa.Undang-undang
mengatur atas apa yang la terima tersebut wajenadalikan kepada orang yang
melakukan pembayaran tersebut, karena jika tidalajpat di ancam dengan Pasal
1362, dimana seseorang dengan itikad buruk telatenmea sesuatu yang tidak
harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikanyapg sudah la terima
dengan bunga, dan hasil-hasil terhitung dari hrnmenerima pembayaran, dan
jika barangnya telah mengalami kemerosotan la yugjdo mengganti biaya, rugi
dan bunganya. Penulis secara sempit mengartika iburuk ini dengan walau si
penerima sudah tahu dan atau sudah diberitahu bi@hsebenarnya tidak berhak
menerima pembayaran, namun tetap saja menerima gyanan dan tidak
mengembalikannya maka dapat terkena Pasal 1362 Ktdidf ini.

Lebih jauh walaupun sudah diberitahukan dan siepera (kreditur)
mengetahui bahwa la sudah menerima pembayaran seimgrusnya tidak la
terima dan tidak segera mengembalikannya kepapansbayar (debitur), penulis
berpendapat si debitur dapat mengambil langkah ogweyad si kreditur ke

pengadilan karena telah melakukan perbuatan melawdoum (Pasal 1365
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KUHPerdata). Dimana undang-undang secara tegaé sndagatur adanya suatu
kewajiban hukum bagi kreditur untuk mengembalikangiyang sudah la terima
tanpa hak kepada debitur (Pasal 1360, 1362, 136BRdddata), namun walau
sudah mengetahui hal tersebut, baik diketahuingdiseatau diberitahukan oleh
debitur, si kreditur tidak juga mengembalikan uayeng sudah la terima,

sehingga kreditur mengalami kerugian atas perbuogtakreditur.

3.2. Penerapan Instrumen Hukum Perdata Pembayaaaig Yidak Terutang
(Onverschulddigde Betalingliluar KUHPerdata.

Sehubungan dengan konsep atau rumusan yang dditlalam
KUHPerdata mengenai Pembayaran Yang Tidak Terut@mwyerschulddigde
Betaling), pada prakteknya ternyata penulis menemukan balwwsek ini tidak
hanya diatur didalam KUHPerdata, namun juga diadidtalam peraturan
perundang-undangan lain, walaupun dalam rumusamggk sedikit berbeda
namun intinya tetap sama, yaitu terhadap pembaygeay dilakukan tanpa
adanya kewajiban dari debitur, dimana kreditur Kidamemilik hak untuk
menerimanya, terhadap apa yang sudah dibayarkamsebtdr dapat
dimintakan/dituntut pengembaliannya oleh debituri daieditur, dan kreditur
memiliki kewajiban untuk mengembalian pembayarangyaeharusnya tidak la
terima dari orang yang telah melakukan pembayafansep-konsep itu adalah
sebagai berikut :

a) Konsep Penyelesaian Pengembalian Kelebihan PendmyrRajak Yang

Seharusnya Tidak Terhutang (Restitusi Pajak) (PdsaPasal 17, Pasal

17 A/17 B, 17 C dan Pasal 17 D Undang-Undang N@.aBun 2007

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nd6nTa983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Yang dimaksud dengan pembayaran pajak yang setyarutidak

terhutang adalah pajak yang telah dibayar oleh WRgjak yang bukan

merupakan objek pajak yang terutang atau kesalgleamtongan atau

pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipottmgdipungut lebih
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besar daripada pajak seharusnya dipotong atau glipuberdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaki@u dukan

merupakan objek pajak, yang mana terhadap pembeayzamk yang

seharusnya tidak terhutang ini wajib pajak dapat mm&a

pengembaliannya dengan tatacara sebagai berikudap(/ mengenai

mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran paja§ geharusnya
tidak terutang diatur secara rinci dalam Peratukéenteri Keuangan
nomor 190/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007ateniTata Cara

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang SetyaruTidak

Terutang) :

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengembalian bKele
Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutangertdes
kelengkapannya.

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima suratolpenan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesiegan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan besertagrataynya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melepgkea. Dalam
hal surat permohonan beserta persyaratannya sedghkalp, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD digegahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dergyaat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas TenglayaRan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan darjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapaeny#ccount
Representative.

3. Account Representative melakukan penelitian atasi@eonan Wajib
Pajak; menyusun dan menandatangani Laporan Hagikligan;
membuat, menginput data, dan memaraf Nota Hiturgghily SKPLB
dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapabpgaran pajak yang
seharusnya tidak terutang; atau membuat konsep emaberitahuan
kepada Wajib Pajak dalam hal berdasarkan hasil lifganetidak
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terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidatangy, kemudian
menyampaikan dokumen tersebut kepada Kepala Sekgja®asan

dan Konsultasi.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan

menandatangani Laporan Hasil Penelitian, memaraf ch@mberi
persetujuan terhadap Nota hitung SKPLB, atau menkargsep surat
pemberitahuan, kemudian menyampaikannya Kepada l&éfantor
Pelayanan Pajak.

5. Kepada Kepala Kantor Pelayanan menyetujui dan nuztangani
Laporan Hasil Penelitian, memaraf Nothit SKPLB, uata
menandatangani surat pemberitahuan.

6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Hasil Banedan Nothit
SKPLB, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayantuk
mencetak konsep SKPLB.

7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep SKPLBudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konS&®LB,
kamudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor &edayPajak.

9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan metandani
SKPLB.

10.SKPLB dan surat pemberitanuan tidak terdapat pearbaypajak
yang seharusnya tidak terutang ditatausahakan kisi S&elayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) d
disampaikan kepada pihak-pihak terkait melalui Sgjdn Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

11.SKPLB kemudian diproses dengan SOP Tata Cara Rtrei®urat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

12.Proses selesai.
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b) Konsep Tuntutan Ganti Rugi Dalam UU No.17 Tahun 3@éntang

Keuangan Negara dan UU No.1 Tahun 2004 tentangeReabaraan
Negara.

Sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pdagelokeuangan
negara, baik dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Kgamma Negara dan
UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negatar dnengenai
ketentuan pidana, sanksi administrasi, dan gawmfi yang berlaku bagi
menteri/pimpinan lembaga serta pimpinan unit org@sii kementerian
negara/lembaga yang terbukti melakukan penyimpangan
kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam ngdmdang. Hal yang
sama juga diberlakukan terhadap para bendaharadalam pengurusan
uang/barang yang menjadi tanggungjawabnya telabkuk&n perbuatan
melawan hukum yang berakibat merugikan keuangaaraegenyelesaian
kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mebhgkan kekayaan
negara yang hilang/berkurang serta meningkatkaniplidis dan
tanggungjawab para pegawai negeri/pejabat.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nedslamengenai
tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 35 ayatyaing berbunyi ‘Setiap
pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahaagymelanggar
hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsuray dtdak langsung
yang merugikan keuangan negara diwajibkan menggd@iugian
dimaksud” Dan dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalaasaP59 ayat (2), yang
berbunyi :“Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atajafpet
lain yang karena perbuatannya melanggar hukum ataalalaikan
kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsomegugikan
keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”

Adapun mekanisme mengenai tata cara tuntutan gaatugian
negara/daerah diatur dengan peraturam pemerintamum sampai

penulisan ini dibuat peraturan pemerintah tersdirltm ada. Secara
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general UU No. 1 Tahun 2004 sudah mengaturnyactat inipun dibagi
menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Pengenaan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri BBikadahara.

a) Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atésmagsung atau
kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga daerithhukan
kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kesgelah
kerugian negara itu diketahui.

b) Segera setelah kerugian negara tersebut diketakepada
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atsapé&in yang
nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewaajia,
segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan alan
pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggwagbnya
dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksudat Su
pernyataan tersebut biasa disebut Surat Pernyafaamggung
Jawab Mutlak atau SKTM.

c) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidakngkin
diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembaliarugian
negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangksagera
menetapkan. Surat Keputusan Pembebanan PenggKetiagian
Sementara yang ditujukan kepada yang bersangkusamat
Keputusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum untuk
pelaksanaan sita jaminacofservatoir beslagg

2. Pengenaan Ganti Rugi Terhadap Bendahara.

Dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaarblétpsal 62

dinyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negaraluderhadap

bendahara ditetapkan oleh BPK. Ketentuan lebihutampengenai
pengenaan ganti kerugian negara terhadap benddibtwa dalam UU

No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengelolaanTdaggung

Jawab Keuangan Negara Pasal 22 dan Pasal 23, deragan sebagai

berikut :
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a) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batastuwak
pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kasjbgang
terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kastpadalam
persediaan yang merugikan keuangan/daerah. Supaitusan
dimaksud diterbitkan apabila belum ada penyelesayang
dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian Rgantgian
negara yang ditetapkan oleh BPK.

b) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelisian
kepada BPK dalam waktu 14 hari kerja setelah merzesurat
keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas

c) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan agmbelaan
dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan lpEynan
penggantia  kerugian negara/daerah  kepada  bendahara
bersangkutan. Pembelaan diri ditolak oleh BPK dpdi®ndahara
tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dasalahan,
kelalaian, atau kealpaan.

d) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/datndtadap
bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsuliasigan
pemerintah.

e) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimaraksud pada
huruf d di atas berlaku pula bagi pengelola perasalumum dan
perusahaan perseroan yang seluruh atau paling itsédik %
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesiapasjang
tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

f) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikoitekisi
perusahaan negara dan badan-badan lain yang miengel@angan
negara melaporkan penyelesaian kerugian negaralddepada
BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setdlkbtahui
terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.
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